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ABSTRAK

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan
dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional. Hak-hak anak
tersebut wajib dijunjung tinggi, tidak terkecuali bagi anak yang sedang menjalankan
proses hukum sebagal narapidana. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui
perlindungan hukum terhadap Hak - Hak Narapidana Anak di Lembaga
Pemasyarakatan K edungpane Semarang, hambatan perlindungan hukum terhadap
Hak - Hak Narapidana Anak.

Pendekatan masalah yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam
penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan tersebut
dilakukan berdasarkan bahan hukum utama menelaah teori, serta peraturan
perundang-undangan serta pengamatan atau observas yang berhubungan dengan
penelitianini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap Hak - Hak
Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan K edungpane Semarang disesuaikan
dengan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang nomor 35
Tahun 2014 tentang perubahana atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak yang diperbarui padaUndang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak Narapidana Anak yang telah diberikan oleh
Lembaga Pemasyarakatan K edungpane Semarang adalah Hak untuk mendapatkan
pendidikan kesehatan dimana Lapas memfasilitasi sarana seni dan olah raga.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Hak Anak



ABSTRACT

Children's rights are part of human rights which are guaranteed and protected by
international and national law. Children'srights must be upheld, including children
who are undergoing legal proceedings as prisoners. This research aims to
determine legal protection for the rights of child convicts at the Kedungpane
Penitentiary in Semarang, obstacles to legal protection for the rights of child
convicts.

The problem approach that will be used to discuss problemsin legal writing is a
sociological juridical approach. This approach is carried out based on the main
legal material, reviewing theories, as well as statutory regulations and
observations related to this research.

Theresults of the research show that legal protection for therights of child convicts
at the Kedungpane Penitentiary in Semarang is adjusted to applicable legislation,
including Law number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of
2002 concerning Child Protection and the Law No. 3 of 1997 concerning Children's
Courts which was updated in Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal
Justice System. Therights of child convictsthat have been given by the Kedungpane
Semarang Correctional Institution are the right to receive health education where
the prison facilitates arts and sports facilities.

Keywords. Legal Protection, Children, Children's Rights
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BAB |

PENDAHULUAN

A. L atar Belakang Masalah

Anak sebagal salah satu sumber daya manusia dan merupakan suatu
generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang khusus
dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya
manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan hal pembinaan anak
diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan
yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak
atau pun jugayang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan

anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah
terpengaruh dengan situasi dan kondis lingkungan di sekitarnya. Sehingga jika
lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan
yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu sgja dapat merugikan dirinya sendiri
dan juga masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka

berurusan dengan aparat penegak hukum.

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang
sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap negara
dimanapun di duniaini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup

terhadap hak-hak anak, yang antaralain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosia dan



budaya. Namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jikadilihat dari perspektif
yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum
maupun masyarakat pada umumnya dan juga masih jauh dari apa yang sebenarnya
harus diberikan kepadamereka. Kondisi ini pun dipersulit oleh lemahnya penerapan
hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu
sendiri.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat
jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang
secara universal pun dilindungi dalam Universal Declaration of Human Right
(UDHR), International on Civil and Political Rights (ICPR). Pembedaan perlakuan
terhadap hak asasi anak dengan orang dewasa, diatur dalam konvensi-konvensi
internasional khusus. Sebagai mana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, the
child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards

and care, including appropriate legal protection, before aswell as after birth...”

Deklaras Wina Tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Duniatentang
Hak-Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM), kembali menekankan
prinsip First Call for Children, yang menekankan pentingnya upaya-upayanasional
dan internasional untuk memajukan hak-hak anak atas survival protection,

development and participation?.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesgahteraan pada

setigp warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan

! Harkrisnowo, Harkristuti, 2002, Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak, Newsletter Komisi
Hukum Nasional, Edisi Februari 2002, Jakarta.



terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah
Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan
kesgjahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam rangka penyesuaian terhadap
beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal
tertentu maka diundangkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak.

Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak terkait erat dengan limapilar yakni, orang tua, keluarga,
masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki
keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam
bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap
hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya
menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar
mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada
kenyataannva kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan
terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak

korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.



Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada keseragaman,
tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda.
Jadi dari berbagi definisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu
benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud
dengan anak dan berbagai konsekwensi yang diperolehnya sebagi penyandang gelar
anak tersebut.

Pengertian anak secara hukum, dimana pengertian anak diletakkan sebagai
objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisas dan

sistematika aturan yang mengatur tentang anak. Perlindungan secara hukum inilah

yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak.
a) Anak sebagai subjek hukum
Anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang
terikat oleh peraturan perundang-undangan.

b) Persamaan hak dan kewajiban anak

Seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang

dewasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.
Adapun unsur eksternal dalam diri anak ialah:

a) Adanya ketentuan hukum dengan asas persamaan dalam hukum (equality
before the law)
b) Adanya hak-hak istimewa (privilege) dari pemerintah melalui Undang-

Undang Dasar 1945.



Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam
Pasa 1 angka 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dapat terwujud
apabilamendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan
yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur
Pasa 20 UUPA tersebut menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah
daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewgiban dan

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat
menjunjung tinggi dan memperhatikan hak dari anak yaitu diratifikasinyaK onvensi
atas Hak Anak (yang selanjutnyadisebut KHA) dengan Keputusan Presiden No. 36
Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh Pemerintah
Indonesiaantaralain, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-
Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui pada Undang-
Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-
Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara substansinya
undang-undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas
nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut
agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan

hak jaminan sosial.



Dibuatnya aturan-aturan tersebut itu sangat jelas terlihat bahwa negara
sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib
dijunjung tinggi oleh setiap orang. tetapi dalam pengaplikasiannya masalah
penegakan hukum atau law enforcement sering mengalami hambatan maupun

kendala baik yang disebabkan karenafaktor internal maupun faktor eksternal.

Uraian tersebut diatas penulis mengangkat permasalahan tersebut menjadi
penulisan hukum yang berbentuk Tesis dengan judul Perlindungan Hukum
Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan

Kedungpane Semarang
B. Pembaruan Penelitian

Kebaruan atau orisinalitas pada penelitian ini yaitu mengungkap hak-hak
yang didapatkan oleh narapidana anak selama dalam proses hukum pemidanaan.

Lokas penelitian pada L apas K edungpane Kota Semarang.
C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dimaksudkan untuk memrinci permasalahan yang
masih bersifat umum ke upaya untuk mempersempit permasalahannya sehingga
akan mengarahkan kegiatan penelitian pada obyek penelitian yang sebenarnya
untuk menjawab suatu permasalahan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut :

1. Bagamana pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum hak

narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan K edungpane Semarang?



2. Adakah hambatan pel aksanaan perlindungan hukum hak narapidanaanak di
Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang?

3. Bagaimana upaya atau solusi yang dilakukan dalam menangani hambatan
permasal ahan dalam perlindungan hukum hak narapidana anak di Lembaga

Pemasyarakatan K edungpane Semarang?
D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menambah masukan di bidang
ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan anak. Selain itu, tujuan
khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan
peneragpan peraturan perlindungan anak dalam rangka mensegahterakan masa
tumbuh kembangnya. Secara umum untuk kepentingan publik khususnya yang

sedang dan akan menangani perlindungan anak.
Adapun tujuan khususnya yaitu, untuk :

1. Menganadlisis pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum hak
narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan K edungpane Semarang

2. Menganalisis hambatan pelaksanaan hak narapidana anak di Lembaga
Pemasyarakatan K edungpane Semarang

3. Mengandlisis upaya atau solusi yang dilakukan dalam menangani
hambatan permasalahan perlindungan hukum hak narapidana anak di

Lembaga Pemasyarakatan K edungpane Semarang K egunaan Penelitian



E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kemanfaatan yaitu sebagai
kajian analisis akademis dalam pengembangan hukum pidana
2. Kegunaan Praktis
a. Kepolisian
Memberikan informasi sebaga dasar pengambilan keputusan
dalam tindakan penanganan kasus pidana pada anak sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku.
b. Petugas Lembaga Pemasyarakatan
Memberikan informasi sebaga dasar pengambilan keputusan
daam kebijakan perlindungan hak narapidana anak selama
menjalanis proses hukum pemidanaan
c. Tokoh Masyarakat
Memberikan informas sebagal acuan dalam tindakan mencegah
terjadinya tindakan pidana oleh anak sekaligus pedoman
pemenuhan hak-hak narapidana anak di masyarakat setelah selesal

menjalani proses hukum
F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah berbentuk Tesis ini adalah untuk

memudahkan penulis dan pembaca yang akan disgjikan dalam 5 ( lima) bab, yaitu:

Bab | : Pendahuluan Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab

selanjutnya, padabab ini jugaberisikan latar bel akang masal ah yang menjadi adasan



penulis mengangkat tema ini sebagai bentuk karya ilmiah yang akan dibuat,
rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Il : Tinjauan Pustaka Bab ini mengenai tinjauan umum tentang hukum
perlindungan anak di Indonesia, tinjauan umum tentang perlindungan hukum
terhadap hak-hak narapidana anak dan tinjauan umum tentang pembinaan

narapidana anak.

Bab 11l : Metode Penelitian Bab ini menjelaskan mengena tipe penelitian
yang digunakan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan dan metode analisis

data

Bab 1V : Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini akan menjelaskan serta
menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Membahas rumusan
masalah tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana anak dan

hambatan-hambatan serta solusinya.

Bab V : Penutup Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai
kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan
saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan

dengan penelitian ini.



BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum dan Kepastian Hukum

Negara adalah sekumpulan orang yang menguasai suatu wilayah yang
berada di bawah suatu pemerintahan yang berdaulat dan diakui oleh negara lain.
Negara yang menyelenggarakan kedaulatan pemerintahannya berdasarkan atas

hukum dikenal sebagai negara hukum.

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi
nilai moral, etika, akhlak dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertagwa
kepada Tuhan YME, serta menghormati kebinekaan dalam berkehidupan
masyarakat, berbangsa dan bernegara serta melindungi harkat dan martabat setiap
warga negara. Hakekat adil adalah dipenuhinya sebagai wajib segala sesuatu yang
telah merupakan suatu hak didalam hubungan hidup kemanusiaan, sebagai
penjelmaan hakekat manusia (dimana wajib lebih di utamakan daripada hak,
meliputi hubungan antara negara sebagai pendukung wajib dan warga-
warganya,disebut keadilan membagi (distibutif), sebaliknya antara warga-warga
negara sebagai pendukung wajib dan negara,disebut keadilan bertaat (legal) antara

sesama warga disebut keadilan sama-sama timbal-balik.
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Implementasinya,  pembudayaan  Pancasila sebagai  paradigma
pembangunan nasional sepatutnya dikembangkan secara horizonta dengan
melibatkan segenap komponen kebangsaan. Usaha keadilan dan kesgahteraan
sosia itu harus bersendikan nilai kekeluargaan Indonesia yang terkandung dalam
sila-sila Pancasila®.

Sila keadilan sosial mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia
akan mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi
dan kebudayaan sehingga penghisapan oleh manusia terhadap manusia tidak
dibenarkan dalam usaha mencapai masyarakat adil dan makmur. Keadilan Sosia
Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat diartikan sebagai oleh rakyat, dari rakyat,
untuk rakyat. Di dalam kedudukan yang sedergjat dan semartabat maka akan
tercipta hubungan antar bangsa-bangsa yang saling hormat menghormati dan saling
menghargai kedudukan masing-masing. Jadi dapat dikatakan bahwa asas
kebermanfaatan keadilan Pancasila adalah adil itu sendiri tidak harus
menyamaratakan antara orang yang satu dengan orang yang lain, tergantung dari
posisi, kedudukan, dan kebutuhan yang kita perlukan, dan kembali kepada
rakyatlah keadilan itu akan dapat dilaksanakan dengan baik sesua sila ke-5
Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.®

Prinsipnya Sila Keadilan Sosia menghendaki adanya kemakmuran yang

merata diantara seluruh Rakyat bukan merata yang statis melainkan merata yang

2 Latif Yudi. Wawasan Pancasila Edis Komprehensif. Mizan Media Utama, Jakarta 2020.

3 Jarmanto, Pancasila Suatu Tinjauan Aspek Historis dan Sosio-Politis, Cetakan
Pertama.Penerbit Liberty, Yogyakarta. 1982. Hal 27
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dinamis dan meningkat. Artinya seluruh kekayaan alam Indonesia, seluruh potensi
bangsa, diolah bersama-sama menurut kemampuan dan masing-masing, untuk
kemudian dimanfaatkan bagi kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh
rakyat. Keadilan sosial berarti harus melindungi yang lemah, hal ini bukan berarti
yang lemah lalu boleh tidak bekerja dan sekedar menuntut perlindungan, melainkan
sebaliknya justru harus bekerja menurut kemampuan dan bidangnya. Perlindungan
yang diberikan adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan dari yang kuat
untuk menjamin adanya keadilan.” Realisasi dari prinsip keadilan sosial tidak lain
adalah dengan jalan pembangunan yang benar-benar dapat dilaksanakan dan
berguna serta dinikmati oleh seluruh lapisan rakyat. Keadilan sosial berwujud
hendak melaksanakan kesgjahteraan umum bagi seluruh anggota masyarakat.
Denganini dimaksudkan adanyakeadilan bagi sesamaanggota masyarakat (sosia).
Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang memberi perimbangan dimana hak
milik berfungsi sosial.

Gunawan Setiardja juga memberikan pemahaman bahwa keadilan

merupakan suatu realitas dengan definisinya sebagai berikut®:

“Keadilan itu adalah (diambil dalam arti subjektif) suatu kebisaaan, baik jiwa
yang mendorong manusia dengan kemauan tetap dan terus menerus untuk

memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya”.

Ukuran keadilan yang memberikan setiap orang apa yang menjadi

haknya sebagaimana dikemukakan oleh Gunawan Setiardja di atas hanya bisa

4 Gunawan Setiardja, 2004, Filsafat Pancasila, Bagian |, Cetakan X, h. 56.
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diwujudkan oleh hukum?®. Salah satu tujuan hukum adalah keadilan. Hal inilah
yang hendak diwujudkan oleh hukum sesuai pendapat Gustav Radbruch tentang
tiga tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan
hukum®. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut diperlukan instrument-
instrumen hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Maidin Gultom memberikan pengertian keadilan sebagai penghargaan
terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan
dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di luar pribadinya’.
K eadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnyafilsafat
Yunani. Keadilan dalam catatan sgjarah pemikiran manusia dimulai segjak
zaman Socrates, Plato dan Aristoteles. Sampai sgjauh ini konsep dan teorisasi
keadilan tetap aktual dibicarakan. Dalam kajian teoritik tentang keadilan
ditemukan sgumlah konsep yang terkait dengan nilai dan etika dalam
kehidupan. Orang dapat pula menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan
atau realita absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman
tentang keadilan hanya bisa didapat secara parsial dan melalui upaya fil osofi
yang sangat sulit. Atau sebagian lagi orang dapat mengganggap keadilan
sebagal hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara
umum. Jika demikian halnya orang dapat mendefinisikan dan memberikan

konsep keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

5 Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis (Terjemahan Raisul
Muttagien), PT Nuansa dan Nusamedia, Bandung, h. 239.

6 Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Cet I,
PT Gunung Agung Tbk, Jakarta, h. 112.

M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2012, Wawasan Due Process of Law dalam
Sstem Peradilan Pidana, Rangkang Education, Y ogyakarta, h.17.
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Wirjono Projadikoro memberikan pandangan bahwa penggabungan negara
dan hukum menjadi negara hukum, mengandung makna bahwa di wilayah negara
tersebut memiliki beberapa ciri, yaitu:

1) Semua alat perlengkapan dari negara, khususnya alat perlengkapan
pemerintah dalam tindakan terhadap para warga negara tidak boleh
sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan hukum yang
berlaku;

2) Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan

hukum yang berlaku®.

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh parafilsuf dari zaman
Yunani Kuno sgjalan dengan perkembangan pemahaman konstitusi. Plato
dalam bukunya ““The Statesman” dan “The Law” menyatakan negara hukum
merupakan bentuk paling baik kedua (the second best) guna mencegah
kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum?®. Istilah
rechtsstaat berasal dari Robert von Mohl (1799-1875) dan merupakan ciptaan
golongan borjuis yang bermuatan ideologis sebagai alat perjuangan
kepentingan berjuis-liberal sehingga mengandung pengertian yang ideologis,
sektarian, atau partisan. Mauro Capelletti memberikan pengertian istilah

rechtsstaat sama dengan the rule of law.

8 M. Ali Taher Parasong. 2014. Mencegah Runtuhnya Negara Hukum. Jakarta: Grafindo
Books Media. HIm. 26.

9 Muhamad Rakhmat. 2014. Konstitusi & Kelembagaan Negara. Bandung: Logos
Publishing. HIm. 94.
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Selainitu, dikenal istilah the principle of sosialist legality yang disingkat

dengan sosialist legality, dikenal di negara-negara yang berpaham komunis.

Unsur-unsur rechtsstaat menurut Scheltema, yaitu:

1)
2)
3)
4)

Kepastian hukum;

Persamaan;

Demokrasi; dan

Pemerintahan yang melayani kepentingan umum?°,

Agus, Gunarto, dan Soegianto, mengemukakan: The concept of

"rechtsstaat" and "the rule of law" nowadays has not been a problem anymore

because basically the two concepts are directed to one main goal that is the

recognition and protection of human rights. Although they have the same goals,

they continue to run with their own legal systemt!.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Juniarso R mengemukakan delapan prinsip negara hukum, yaitu:

K ekuasaan sebagai amanah;

Musyawarah mufakat sesuai dengan tatanan sosial dan moral;
Keadilan;

Persamaan;

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia;

Peradilan bebas,

K esgjahteraan; dan

K etaatan rakyat umum?2,

10 Fajlurrahman Jurdi. 2016. Teori Negara Hukum. Malang: Setara Press. HIm. 26.

= Agus Sukadi, Gunarto, dan Soegianto. 2017. The Implementation Of Roles And Functions
Of Regional House Of Representatives (DPRD)Based On Law State Framework To Achieve Good
Governance. The 3rd International Conference and Call for Paper Faculty of Law 2017. Semarang:
Sultan Agung Islamic University. him. 72-73.

12 Nomensen Sinamo, 2014. Hukum Administras Negara. Bekasi: Jala Permata Aksara

him.2.
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Konsep rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menetang absolutisme
sehingga bersifat revolusioner. Sedangkan konsep rule of law berkembang
secara evolusioner. Hal tersebut dapat dilihat dari isi atau kriteria masing-
masing. Konsep rechtsstaat bertumpu atas sistem hukum kontinental yang
disebut civil law dengan karakteristik administratif. Sedangkan konsep rule of
law bertumpu atas sistem hukum yang disebut common law dengan
karakteristik judicial 3.

Roscoe Pound (1957:7) berpendapat bahwa konsep negara hukum rule
of law berintikan judicial, artinya menjunjung tinggi lembaga peradilan
(supremacy of law), baik rakyat maupun pemerintah jika melakukan kesalahan
harus diselesaikan melalui lembaga peradilan, tidak ada perbedaan perlakukan
antara rakyat dan pemerintah di mata hukum (equality belore the law)*4.

Menurut pembelgaran Budiono Kusumohamidjojo, doktrin negara
hukum tampaknya paling tepat dialih-bahasakan menjadi a state based on law?.
Menurut Tahir Azhari, saat ini setidak-tidaknya terdapat lima konsep utama
tentang negara hukum, yaitu rechtsstaat, rule of law, socialist legality,

Nomokrasi Islam, dan Negara Hukum Pancasila’®.

13 Dayanto. 2014. Negara Hukum & Demokrasi Pergulatan Paradigmatik Dan Kritik
Realitas Dalam Meluruskan Jalan Bernegara. Y ogyakarta: Deepublish. him. 12.

14 Banhder Johan Nasution. Op. Cit. him. 9

15 Budiono Kusumohamidjojo. Op. Cit. him. 228.

16 Galang Asmara. 2016. Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan Ombudsman dalam
Sstem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Y ogyakarta: LaksBang PRESSindo. him. 32
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Terdapat perbedaan karakteristik pada masing-masing konsep negara
hukum, namun menurut Galang Asmara ada esensi yang sama di antarakelima
konsep negara hukum, yaitu:

1) Sama-sama menghendaki adanya perlindungan dan pengakuan terhadap
hak-hak asasi manusia;

2) Samasama menghendaki adanya pembagian kekuasaan negara;

3) Samasama menghendaki agar kekuasaan itu dijalankan menurut ketentuan
hukum, bukan atas dasar kekuasaan belaka (absol utisme);

4) Sama-sama bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan keadilan sosial’.

Konsep negara hukum dari berbagai literatur terdapat berbagai makna
yang berbeda. Perbedaan tersebut sangat tergantung pada ideologi, sistem
politik, perubahan, dan perkembangan dari masing-masing negara.

Semua negara berusaha mewujudkan tujuan dari konsep negara hukum,
yaitu keamanan, kesgjahteraan, keadilan, hak asas manusia, dan sebagainya.
Namun empat miliar orang di seluruh dunia hidup dalam kemiskinan karena
terabaikan dari negara hukum, penegakan hukum (rule of law), dan akses
keadilan (access to justice)!®. Kenyataan ini menunjukkan gaganya
pembangunan hukum, bahkan hukum menyumbang padaterjadi nya pemiskinan
dan peminggiran, karena tidak memberikan ruang kepada mereka untuk

memberikan suaranya dalam perancangan skema keadilan bagi diri sendiri dan

17 | pid. him. 41.

18 Sulistyowati Irianto. 2009. Menuju Pembangunan Hukum Pro-Keadilan Rakyat.

Dirangkai kedalam buku Sosiologi Hukum Dalam Perubahan. Editor: Antonius Cahyadi dan Donny
Danardono. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. him. 1. Mengutip dari Commission on Legal
Empowerment of the Poor (CLEP).
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masyarakatnya. Hukum juga tidak memberi akses kepada kaum terpinggirkan
untuk memulihkan rasa keadilannya ketika mereka membutuhkan bantuan dan
dampingan hukum 2°.

Menurut Bagir Manan konsepsi negara hukum modern memuat tiga
aspek utama, yaitu aspek politik, antara lain pembatasan kekuasaan negara;
aspek undang-undang, antara lain supremasi hukum, asas legalitas dan rule of
law; dan aspek sosial ekonomi, antara lain keadilan sosial (social justice) dan
kesejahteraan umum (public welfare)?.

Romli Atmasasmita mengutarakan bahwa negara hukum demokratis
dapat terbentuk jika dipenuhi secara konsisten tiga pilar, yaitu penegakan
berdasarkan hukum (rule by law), perlindungan hak asasi manusia (enforcement
of human rights), dan akses masyarakat memperoleh keadilan (access to
justice). Dalam konteksi Indonesia, ketiga pilar tersebut harus diikat oleh
Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ikatan Pancasila merupakan
sistem nilai tertinggi dalam perubahan sistem norma dan sistem perilaku yang
berkeadilan sosial. Hanya dengan sudut pandang ini, maka dapat menciptakan

kepatuhan hukum pada masyarakat dan birokrasi?t.

19)bid. him. 1.

2| Gust Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2015. Hak Menguasai Negara Dalam Pengelolaan
Sumber Daya Air Sebagai Perwujudan Doktrin Negara Hukum Kesejahteraan. ejournal Masalah-
Masalah Hukum. p-ISSN: 2086-2695, e-ISSN: 2527-4716. Vol 44, No. 2 (2015). Semarang:
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. him. 133. Melalui
https://ejournal .undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11439/9651 [24/11/18]

21 Romli Atmasasmita. 2012. Teori Hukum Integratif Rekostruksi Terhadap Teori Hukum
Pembangunan dan Teori Hukum Progresif. Y ogyakarta: Genta Publishing. him. 97.
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Artijo Alkostar mengutarakan kewibawaan hukum harus menjaga
tatanan sosia politik yang dinamis dan memberi lorong keadilan
berkemakmuran bagi rakyat Indonesia. Hukum Pancasila sgatinya untuk
melindungi dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan keberagaman
suku dan agamadi Indonesia. Hukum merupakan kehendak kebajikan yang ada
dalam struktur rohaniah masyarakat bangsa. Dalam konstelasi yang demikian,
hukum sgjatinyajadi pemberi arah dan pendorong moral sosial bangsa®?.

Galang Asmara menjelaskan bahwa pada dasarnya ciri khas Negara
Hukum Pancasila dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Negara Hukum Pancasila |ebih mengutamakan terjalinnya hubungan yang
harmonis atas dasar asas kekeluargaan dan kerukunan;

2) Negara Hukum Pancasila lebih mengutamakan masyawarah dan mufakat
dalam menyelesaikan sengketa, sedangkan peradilan merupakan upaya
terakhir;

3) Negara Hukum Pancasila meletakkan keseimbangan antara hak dan
kewajiban;

4) Negara Hukum Pancasila lebih mengutamakan kepentingan bersama

dibanding kepentingan individu atau golongan?®.

2 Artidjo Alkostar. 2017. Hukum untuk Kemanusiaan. Jakarta: Harian Kompas tanggal 22
November 2017. him. 6

23 Galang Asmara. Op. Cit. him. 10.
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Untuk membedah permasal ahan, serta berfungsi untuk membingkai dan
mewarna setigp analisis terhadap isu hukum dalam penelitian ini, sebagai
Middle Range Theory menggunakan Teori Negara Hukum Pancasila
sebagaimana teori yang dikemukan oleh Galang Asmara. Oleh karena itu,
apabila penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaksanakan, maka wajib
mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan mengacu
pada teori negara hukum.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum,
terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan
kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman
perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan
dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian
hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan
pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. K eteraturan masyarakat berkaitan erat
dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari
kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara
berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan
dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai
kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai

kepastian hukum dari beberapa ahli.
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Lon Fuller dalam bukunyathe Morality of Law mengajukan 8 (delapan)
asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka
hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus
terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak
berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;

2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;

3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;

4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;

5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;

6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa
dilakukan;

7) Tidak boleh sering diubah-ubah;

8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-
hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada
kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah
memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi
bagai mana hukum positif dijalankan.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) ha mendasar yang
berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:2*

“Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu
adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukumitu didasarkan pada fakta,
artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan
dengan carayang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di
samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah
diubah.”

24 https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2015/02/05/memahami-kepasti an-dalam-hukum diakses pada
tanggal 10 Februari, 2021 jam 09.00 am WIB
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Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya
bahwa kepastian hukum adal ah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian
hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-
undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav
Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia
dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M.
Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam
situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut : 2

1) Tersediaaturan-aturan hukumyang jelasataujernih, konsisten
dan mudah diperoleh (accesible), yang diterbitkan oleh
kekuasaan negara;

2) Bahwainstansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan
aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga
tunduk dan taat kepadanya;

3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan
is dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap
aturan-aturan tersebut;

4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak
berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara

konsi sten sewaktu mereka menyel esaikan sengketa hukum; dan
5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan
bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian
hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat.
K epastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum

yang sebenarnya (realistic legal certainly), yaitu mensyaratkan adanya

2 Sidharta, Pengantar Hukum Indonesia , Alumni Jakarta, 2006, hal 85
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keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami
sistem hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan
bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat
memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.?® Walaupun
kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak
identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat
menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan
tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan
bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.
Daam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa
nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan
peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif

Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepasian hukum dalam
peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan
dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.?’

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama,
kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deTesis mengenai
perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula.
Kedua, keelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan
perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah
atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang
dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang

26 sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Y ogyakarta, 2007, hal 160
27 Op Cit https://ngobrolinhukum diakses pada 10 Februari jam 11.00 am WIB.
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mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-
undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistens norma hukum perundang-
undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sgjumlah peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan
antara satu dengan yang lain

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam
perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa,
sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya
kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dari
uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat
mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir,
tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku
tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat
memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain
tidak boleh kontradiktif sehinggatidak menjadi sumber keraguan. K epastian hukum
menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak
menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat
dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewgjiban setiagp warga negara

sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.
B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan
penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat
diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara

konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan
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hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap
tindak sebaga rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,
memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang
mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga

akan tampak |ebih konkrit.?®

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan
tertentu mengenal apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan
tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada
pasangan dengan nilai ketentraman, pasanganan nilai kepentingan umum dengan
nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan
nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut
memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak.
Penjabaran secarakonkret terjadi dalam bentuk kai dah hukum, yang mungkin berisi
suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan

bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.®

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-
keinginan hukum menjadi kenyataan. Y ang disebut keinginan hukum disini tidak
lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan
dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat

hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana

28 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja
Grafindo. Jakarta. 1983. Hal 7

29 |pid. hal 6
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penegakan hukum itu dijalankan.® Penegakan hukum berfungsi sebagai

perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusiaterlindungi, hukum

harus dilaksanakan.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat

terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar

harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu ;3!

1. Kepastian Hukum (rechtssicherheit) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setigp orang mengharapkan
dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit.
Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh
menyimpang : fiat justicia et pereat mundus (meskipun dunia akan runtuh,
hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.
Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tidakan
sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang

diharapkan dalam keadaan tertentu.
2. Manfaat (zweckmassigkeit) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan

hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau

30 Satjipto Raharjo. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta

Publishing.Y ogyakarta. 2009. Hal 25

145

31 sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. Liberty Y ogyakarta. Y ogyakarta. 1999. Hal
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penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.
Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul

keresahan di dalam masyarakat.
3. Keadilan (gerechtigkeit) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau
penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan
hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat
umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang
mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda
bedakan sigpa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif,

individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang
berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang

mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:*
1. Faktor Hukum.

Y ang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan
aturan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila
dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata®* Sumber lain
menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang

berfungs mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman

32 oc.cit Soerjono Soekamto. Hal 15
33 Yulies TinaMasriani. PengantarHukum Indonesia.SinarGrafika. Jakarta. 2004. Hal 13
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masyarakat.>* Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum
bisa menemukan beberapateori yang berbedadari setiap individu.*® Contohnya
ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian
banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar,
dibuang kesungai, dil) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan
tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-
masing orang, tergantung bagai mana cara seseorang tersebut menyikapi hukum

yang dihadapinya.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah
suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat
memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat.
Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari
dua segi yaitu segi materiil dan segi formil, adapun penjelasan dari sumber

hukum materiil dan sumber hukum formil adalah sebgai berikut ;¢

1). Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah
hukum, terdiri atas:
a) Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum ;
b) Agama;
c) Kebisaaan;

d) Politik hukum dari pemerintah.

34 SatjiptoRaharjo. ImuHukum. Penerbit Alumni. Bandung. 1986. Hal 8
% bid. hal 13
% Ibid. hal 13
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2). Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu
peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk
atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas :

a) Undang-Undang : sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekutan
hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara.
Undang-Undang memiliki 2 arti, yaitu :

(1). Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan
pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya,
misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen.

(2). Undang-Undang dalam arti materiil adalah setigp keputusan
pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap
penduduk.

b) Kebisaaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-
ulang dalam ha yang sama. Apabila suatu kebisaaan tertentu diterima
oleh masyarakat dan kebisasan itu selalu berulang-ulang dilakukan
sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebisaaan
itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian,
timbullah suatu kebisaaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang
sebaga hukum.

c) Keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi) ialah keputusan hakim
terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim

mengenai masalah yang sama.
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d) Traktat adalah dua orang mengadakan kata sepakat (consensus) tentang
sesuatu hal maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian
itu adalah kedua belah pihak terikat pada is dari perjanjian yang
disepakatinya.

€) Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan
berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam
yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat
seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu

pengetahuan hukum.

Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang
yang sangat primitive atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum.
Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan

yang timbal balik dengan masyarakat.>’

Hukum memiliki beberapavariasi untuk dapat membedakannya dan mudah

dipahami, beberapa variasi hukum, adalah :3

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan

2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni system g aran tentang kenyataan

3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas
yang diharapkan,

4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)

37 TeguhPrasetyodan Abdul Halim Barkatullah.llmu Hukum dan Filsafat Hukum. Pustaka
Pelgjar. Y ogyakarta. 2007. Hal 39
38 I bid.SoerjonoSoekamto. Hal 45
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8.

0.

Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat

Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan

Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik

Hukum diartikan sebagai jalinan nilai

10. Hukum diartikan sebagai seni.

Adabeberapa sumber yang harus diperhatikan agar hukum yang akan dibuat

bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan keadaan yang dialami. Sumber

hukum dibawah ini, dinilai bisamenjadi alasan agar dapat terciptanya suatu bentuk

hukum yang baik dan dapat berjalan dengan adil ditengah masyarakat. Beberapa

sumber hukum, antaralain :3°

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan

berjalannya Undang-Undang tersebut ke masyarakat, seperti penerbitan peraturan,

penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat

berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifir dalam tiga tahap,

yaitu :

40

1). Fungs hukum sebagai aat ketertiban dan keteraturan masyarakat.
Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member
pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam
masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk

melalui norma-normanya.

39 Loc.cit. Yulies TinaMasriani. Hal 13
40 Soedjono Dirdjosisworo. Pengantar Ilmu Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. Hal154
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2). Fungsi hukum sebaga sarana untuk mewujudkan keadilan social
lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain
memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.

3). Fungs hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu
daya mengikat dan memaksadari hukum, juga dapat dimanfaatkan
atau di dayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum
sebagal sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk
membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

2. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi duatingkat kedalaman
yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang
kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat
dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun
pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir

yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.**

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai
kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu
maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat
Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai

hukum.

41 Alvin S Johnson. Sosiol ogiHukum.RinekaCipta. Jakarta. 2004. Hal 194
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Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat
kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan
bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum
sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum
senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang
menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur

Maupun Proses.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan
kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang
bagus tidak memberikan garans terlaksananya hukum apabila kesadaran dan
kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-

Undang tersebut.*?

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-
mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan
melalui  penelitian sosiologi  hukum semata-mata yang hanya akan
memperhatikan gejala social belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara
sosiologi hukum ini masih perlu puladiuji terhadap falsafah politik kenegaraan
yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat

hukum yang bersangkutan.*®

42 Ramly Hutabarat.Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di
Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1985. Hal 78

BCFG. Sunaryati Hartono.Peranan K esadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan
Hukum. Bina Cipta. Jakarta. 1976. Hal 8
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3. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan memiliki fungs yang sangat besar bagi masyarakat dan
manusia. Masyarakat memiliki kebutuahan dalam bidang materiil dan spiritual.
Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang
bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat
terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil

ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.*

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu
dengan bagi semuakebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu

sebagai berikut:*

a. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia

b. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu
generas tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generas
yang bersangkutan

c. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat
sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah
system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non mateiil.
Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan

kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut

a4 Soerjono Soekanto. Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar. Rajawali Persada. Jakarta. 1990.
Hal 178
4 |bid. hal 182



yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal,
hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewagjiban dan
seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya
maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum
maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya
mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa
yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga

dihindari).*®
4. Faktor Saranadan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan
hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara
lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi
yang baik, peraatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.
Kaau hal-hal itu tidak tepenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan
mencapai tujuannya.*’ Suatu masalah yang erat hubunagnnya dengan sarana
dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan
terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi
tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap
pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena
pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat sgja, bukan

merupakan sarana yang efektif untuk dapat menegendalikan kejahatan maupun

6 1pid Soerjono Soekamto. Hal 59
4 Opcit. Soerjono Soekamto. Hal 37
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penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pel aksanaan
sanksi-sanksi negative diperhitungkan, berpegang dengan cara yang lebih
efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program

pemberantasan kejahatan jangka panjang.
5. Faktor Penegak hukum.

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan
mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat

berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya :*8
1). Pejabat kepolisian :

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang
bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan
dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu
berbeda. Polis adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut
sebagal pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di
pengadilan polisi juga berfungs sebagai penyidik yang tugasnya mencari
barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi

maupun saksi ahli.

48 BambangPoernomo. Hukum Acara Pidana Indonesia .Amarta Buku. Y ogyakarta. 1988.
Hal 25
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Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut:*°

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
b. Menegakkan hukum
c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat.

Untuk melakukan ketiga tugas diatas, poliss membutuhkan tugas-

tugas tambahan yang harus diperhatikan, antaralain :

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,
ketertiban dan kelancaran di jalan raya

c. Membinamasyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat
terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional

e. Memeliharaketertiban dan menjamin keamanan umum

f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis
terhadap kepolisian khusus, penyelidik pegawai negri sipil dan

bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

9 pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara
Republik Indonesia
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0. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak
pidana sesua dengan hukum acara pidana dan perundang-
undangan lainnya

h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan
lingkungan dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk
memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi
hak asasi manusia

i. Melayani kepetingan warga masyarakat untuk sementara sebelum
ditangani oleh pihak dan/atau instansi yang berwenang

j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
kepentingan dalam tugas kepolisian

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur dengan

Peraturan Pemerintah

Selain memiliki tugas diatas, dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia
memiliki fungsi utama, dalam Pasal 18 disebutkan bahwa fungsi utama

kepolisian adalah :
a.  Tugas Pembinaan Masyarakat (Pre-emitif)

Dalam tugasini, polisi dituntut untuk membina masyarakat untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenal hukum dan

perundang undangan. Polisi harus mampu mendekati masyarakat secara
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sosial agar lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat dan lebih

mudah untuk membina masyarakat.
b. Tugasdi Bidang Preventif

Tugas ini mewgjibkan polisi untuk memelihara kemanan dan
ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan orang lain, benda dan
barang termasuk perlindungan dan pertolongan. Lebih khusus untuk

menjaga pelanggaran hukum.
2). Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh
Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap serta wewenang lain berdasarkan UndangUndang.®® Sumber lain
menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang
bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan dalam proses pengadilan
terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum. Dalam
bidang hukum pidana dan perdata, tata usaha Negara dibedakan. Berikut

tugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana, yaitu :!

a. Melakukan penuntutan
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap

50 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang K gjaksaan Republik Indonesia
51 pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tetang K ejaksaan Republik Indonesia
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c. Meakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana
bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan |epas bersyarat
d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum  dilimpahkan
kepengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan

dengan penyidik

Sedangkan dalam bidang hukum perdata, tata usaha Negara,
kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar

pengadilan untuk dan /atau atas nama Negara atau pemerintah.

Selain bidang hukum pidana dan perdata, ada tugas dan wewenang
lain yang diatur Undang-Undang untuk Kejaksaan, bidang tersebut
termasuk ketertiban dan ketentraman umum. Dalam ketertiban dan

ketentaraman umum, jaksa memiliki tugas dan wewenang :

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum

c. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat
dan Negara

d. Pencegahan penodaan dan /atau penyal ahgunaan agama

e. Penelitian serta pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang jaksa
memegang tanggung jawab dalam tiga bidang hukum sekaligus yaitu dalam

bidang pidana, perdata dan Tata Usaha Negara.
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3).  Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim pada dan peradilan di semua
lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim
mahkamah.>? Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan
yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggung
jawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus
menegakkan keadilan baik dengan hukum secara tertulis maupun tidak
tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan
bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar
dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha

Esa 53

Kedudukan hakim telah diatur di dalam Undang-Undang
amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat
(2). Profes hakim merupakan profess hukum karena hakekatnya adalah
melayani masyarakat dibidang hukum. Oleh karena itu seorang hakim
dituntut memiliki moralitas yang sangat tinggi dan tanggung jawab yang
tinggi. Seorang hakim memiliki tiga tugas pokok, diantaranya®*

a.  Hakim bertugas membantu pimpinan pengadilan dalam membuat
program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan

serta perorganisasiannya.

52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Komisi Y udisial Pasal 1 ayat 5

53 BambangWaluyo. Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Sinar
Grafika Jakarta. 1992. Hal 11

54 http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil /tupoksi/hakim
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b. Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati
apakah pelaksanaan tugas telah dilaksankan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan
pengadilan.

c. Melakukan tugas pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT)
terhadap pelaksanaan putusan pidana di  Lembaga

pemasyarakatan dan mel aporkannya kepada Mahkamah Agung.
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awa mula dari
munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau
aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan
Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa
hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara
hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang
bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal

dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.>®

Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa hukum
bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam
masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap
kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatas berbagai

kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan

%5 Satjipto Raharjo,llmu Hukum,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000, hal 53
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kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk
menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan
hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan
hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada
dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan
prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan

pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat®®.

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisaa
bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa
mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan
seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia
menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat,
yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan,
dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah
tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh

hakim dalam pengadilan, atau vonis>’

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang
dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan

yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan

%6 | pid hal 54

5 Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991) him 595
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manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua

asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat®®.

Kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari katalindung yang
memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.
Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan
bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang
berbahaya, sesuatu itu bisa sgja berupa kepentingan maupun benda atau barang.
Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh
seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan
hukum dapat diartikan Perlidungan oleh hukum atau perlindungan dengan

menggunakan pranata dan sarana hukum.

Perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun
wanita. Indonesia sebaga negara hukum berdasarkan pancasila haruslah
memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu
perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak
asas manusiadalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam
wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi

mencapal kesgahteraan bersama.
D. Tinjauan Umum tentang Keadilan

Keadilan berasa dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil

adal ah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama

58 Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan:Medan area University Press,
2012, him 5-6



mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-
norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap
orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika
seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus
relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala
keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skaladidefinisikan
dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari

masyarakat tersebut.>

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara,
yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut
terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun
keadilan tersebut didasari dan dijiwa oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu
keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan
manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan

manusia dengan Tuhannya.®°

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus
diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara,
yaitu mewujudkan kesgjahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya,
mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut

sebagal dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-

59 M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk.
Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, him. 85.
80 1pid, him. 86
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prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar
bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa,

perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).®!
Keadilan Menurut Filsuf

a Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea
menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles,
keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu,
tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan katalain keadilan adalah
keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai
keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan
sebagal keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia
dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-
orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini
adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles
memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Daam kesamaan
numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang
sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah
memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai

kemampuan dan prestasinya.®?

61 | pid, him. 87

62 Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk.
Kelima, Universitas Atma Jaya, Y ogyakarta, 2015, him. 241.
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Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif
dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan
yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor
kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat.
Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang
salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman
yang pantas bagi pelaku keahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti
rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori
keadilan menurut Arsitotel es yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah
sebagai berikut:%3

1). Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik.

Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati
jabatannya dua kali 1ebih penting dibandingkan dengan Camat,
maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih
banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan
yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak
sama.

2). Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung

kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin

diterima.

63 | pid, him. 242
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3). Keadilan sebagai kesamaan aritmatis dalam bidang privat dan
juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum,
tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan.
Sekarang, kalau pegjabat terbukti secara sah melakukan korupsi,
maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah
pejabat.

4). Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-
Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan
konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia

sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut.

Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu *“suatu

rasa tentang apa yang pantas”.

b. Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness).
Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan
Rousseau serta gjaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya

mengenai keadilan adalah sebagai berikut:®*
1). Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil.
Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia
dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang adli, tidak tahu

tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu

64 |bid, him. 246-247
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2).

3).

mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (vell
of ignorance). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu
adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih
prinsip keadilan.

Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural
murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk
menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu
sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari
sistem (atau juga proses) itu sendiri.

Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang
sama sebesar-besarnya (principle of greatest equal liberty).
Prinsip ini mencakup:%® a Kebebasan untuk berperan serta
dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri
dalam pemilihan); b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan
pers); c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan
beragama); d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person) e. Hak
untuk mempertahankan milik pribadi. Kedua, prinsip keduanya
ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (the
difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas

kesempatan (the principle of fair equality of opportunity).

65 22Damanhuri Fattah, “ Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam
http://ejournal .radenintan.ac.id/index.php/TAPI Jarticle/view/1589 , Diakses terakhir tanggal 12

September 2018
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Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis
harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang
paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip
perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk
mendapatkan unsur pokok kesgahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang
istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan)
menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk
mencapal prospek kesgahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan
demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat
adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal
utama kesgahteraan, pendapatan, dan. otoritas diperuntukkan bagi

keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

. Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat
dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah
disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau
rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak
yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya
sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa
menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan

putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang- undangan yang
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tidak memihak pada satu pihak sgja tetapi saling mengedepankan

kepentingan dan kesgjahteraan publik.5®

d. Teori Keadilan Roscoe Pound
Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa
diberikannya kepada masyarakat. lamelihat bahwa hasil yang diperoleh itu
hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya
dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan,
bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan
pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia
melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan
terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan
yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan
antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social
engineering semakin efektif”.6
e. Teori Keadilan Hans Kelsen
Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosia tertentu
yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa

berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan

86 Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. K edua,
Kencana, Jakarta, 2017, him. 217-218

67 Satjipto Rahardjo, IImu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014,
him. 174
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kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokras - keadilan

toleransi .8

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada
pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-
benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah
tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan
tidak bisa dibentuk begitu sgja tanpa memperhatikan keadilan, karena adil
itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh
karenanya haruslah berpedoman pada prinsip umum tertentu. Prinsip
tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara,
yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu
kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai
kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.®

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila
kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu
makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan
berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri
sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan
negara, adil terhadap lingkungnnya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha

Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi: ™

%8 Ihid, 27
89 \. Agus Santoso,Op.Cit, him. 91
0. Agus Santoso,Op.Cit, him. 92.
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a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara
negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang
wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi,
dalam bentuk kesgjahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan
dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;

b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga
negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah
yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam negara;

c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antarawarga

satu dengan yang lainnya secaratimbal balik.

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai
disetiagp masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu
kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian
banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup
relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang
selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada
kebisaaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.*

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat

formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang

rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan

"1 Umar Sholehudin, Op.Cit, him. 43.
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formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya
bukan kuantitatif sebagai manayang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan
kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan

mampu mermberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.’?

Keadilan Sosia Sebagaimana diketahui, keadilan sosial adalah bagian dari
rumusan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial ini dengan sendirinya
mengandaikan adanya keadilan individual. Artinya, sikap atau perilaku individu
Pancasilais adalah sikap dan perilaku yang memiliki keutamaan atau kebajikan
berupa keadilan itu. Disamping itu individu juga menjadi tujuan dari keadilan itu.
Maksudnya adalah keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umumnya,
melainkan juga kepada individu. Namun individu ini bukan sekedar entitas
atomistik yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan
individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakatnya.
Disini keadilan sosia tidak sama dengan sosiaisme yang tidak terlalu peduli

dengan kepentingan individu.”

Meskipun dalam keadilan sosia perhatian terhadap individu tetap ada,
namun keadilan sosia tidak tergantung dari kehendak individu, melainkan dari
struktur-struktur. Dengan demikian, keadilan sosia adalah keadilan struktural.
Keadilan ini tercapal apabilastruktur seperti proses-proses ekonomi, politik, sosia,
budaya dan ideologis dalam masyarakat menghasilkan pembagian kekayaan

masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap warga memperoleh yang menjadi

2 Umar Sholehudin, Op.Cit, him. 44.
& Hyronimus Rhiti, Op.Cit, him. 251



haknya. Keadilan sosia lebih mudah diperolen dengan membongkar struktur-

struktur yang tidak adil.”
E. Teori Hukum Progresif

Seiramadengan perkembangan bidang hukum dewasaini telah berkembang
berbagai pendirian dari para sarjanatentang hukum, salah satunya adalah pemikiran
dari Satjipto Rahardjo mengena Hukum Progresif. Tidak dapat dipungkiri,
pemikiran Hukum Progresif ini telah memberikan warna bagi perkembangan

hukum di Indonesia.

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal
katanya adalah progress yang artinya maju. Progressive adalah kata sifat, jadi
sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat majul.
Pengertian progresif secara harfiah ialah, favouring new, modern ideas, happening
or devel oping steadily”™ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa
atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju,

meningkat.”

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan
oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asums dasar bahwa hukum adalah untuk
manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu

hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk

" Hyronimus Rhiti, 1bid, him. 252 30

> Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) (Edisi ketiga) Oxford University Press,
Oxford, h. 342.
8 pjus A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001,Kamus lImiah Populer, Arkola, Surabaya, h. 628.
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krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu

pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara
cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta
melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip
bahwa hukum adal ah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada
untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga

diri manusia, kebahagiaan, kesgjahteraan, dan kemuliaan manusia.”’

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut
berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan
mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bilaperlu)
agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin

kebahagiaan dan kesgjahteraan manusia.

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah
hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak
dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir sga untuk
menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada
rekayasan atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya,
hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesgahteraan bagi semua

rakyat.’

v Satjipto Rahardjo, 2007, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, h. 154.
78 :
Loc.cit.
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Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-
ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi
pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang
dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang
terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan

holistik dalam ilmu (hukum).

Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu
dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian
lainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya sgja untuk memahami manusia
secarautuh tidak cukup hanyamemahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak sgja,

tetapi harus dipahami secara menyeluruh.”

Hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam
literatur hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan menarik, karena Hukum
Progresif telah menggugat keberadan hukum modern yang telah dianggap mapan

dalam berhukum kita selamaini.®
Hukum progresif menyingkap tabir dan menggeledah berbagai kegagalan
hukum modern yang didasari oleh Filsafat positivistik, legalistik, dan linier tersebut

untuk menjawab persoalan hukum sebagai masalah manusia dan kemanusi aan.

” Satjipto Rahardjo, 2004, 11mu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Muhammadiyah
Press University, Surakarta. h. 18.

8 Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing,
Y ogyakarta, h. v.

81| oc.cit.
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Dalam konteks hukum progresif, hukum tidak hanya dijalankan dengan
kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum haruslah dengan determinasi, empati,
dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain

guna mensegjahterakan rakyat.

Melalui pemikiran hukum progresif ini Satjipto Rahardjo kemudian
melakukan elaborass mendalam mengenai peranan hukum dan bagaimana

seharusnya hukum diperankan dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia.®?

Gagasan hukum progresif yang dicetuskan Satjipto Rahardjo disampaikan
dalam berbagai seminar, diskusi, dan pertemuan ilmiah dan telah mengundang
berbagai komentar dari berbagai kalangan dalam mengkritisi pemikiran hukum

progresif tersebut.®

Asums dasar hukum progresif adalah mengenai pandangan tentang
hubungan antara hukum dan manusia. Ada penegasan prinsip bahwa “hukum
adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya.®* Berkaitan dengan itu bahwa hukum
tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih
besar. Setigp kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan
diperbaiki dan bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam

skema hukum.®

82 Romly Atmasasmita, 2012, Teori Hukum Integratif; Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum
Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Genta Publishing, Y ogyakarta, h. 86

83 Pandangan Teori Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo, merupakan gagasan yang
berintikan 9 (Sembilan) pokok pemikiran. him. 88-89.

84 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan, Jurnal Hukum Progresif, PDIH
Semarang, Volume | Nomor 1, April, 2005, h. 5.

8 Endang Sutrisno, Op.Cit, h. 67.
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F. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asas Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,
pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia.® Asal — usul gagasan mengenai HAM (Hak Asas Manusia)
sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (natural rights
theory ). Teori kodrati mengenai hak itu bermuladari teori hukum kodrati (natural
law theory). Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan
pembaharuan (Renaissance) yang mengharapkan kembali kebudayaan Y unani dan
Romawi yang menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan dari
aliran hukum kodrat yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang
menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, namun
semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Berarti, bukan hanya
kekuasaan Raja sgja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia
dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara dimana ia
memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk

otonom.®’

Melihat dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa HAM adal ah hak-hak

asas manusia yang asas bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat,

8 pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran
Negara Rl Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.
87 RomaK Smith et al, 2009,Hukum HAM, Y ogyakarta: Pusham Ull, him. 12
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universal mengacu bahwaHAM itu tanpa pembedaan warnakulit, ras, agama, suku,
etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh
individu semata-mata karena mereka adalah manusia ciptaan-Nya bukan karena
mereka adal ah warga negara suatu negara.® Tanpahak-hak tersebut seseorang tidak
bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya, apabila hak tersebut dikurangi atau

dilanggar maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.

HAM menyatakan bahwakemanusiaan manusiamemiliki hak yang bersifat
mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti
seseorang mempunyai suatu “keistimewaan” yang memungkinkan baginya
diperlakukan sessuai kesitimewaan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban
yang harus dilaksanakan sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.&
Maka dari itu keistimewaan yang dimiliki oleh setigp manusia harus dipenuhi dan
dilindungi untuk mewujudkan kesempurnaan eksistenss manusia, untuk
mewujudkan hal tersebut diperlukan kesadaran dari tigp manusia untuk saling
memenuhi dan melindungi. Hak kebebasan berekspresi adalah redlisasi hak yang
dimiliki oleh setigp manusia dalam mengungkapkan sesuatu, baik untuk dirinya
maupun untuk orang lain. Kebebasan berekspresi berarti seseorang itu telah
memilih menggunakan hak nya, karena sesuai pemaknaan dalam HAM seseorang
dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Secara estimologi

pemaknaan per kata dalam kalimat Hak Asasi Manusia, makna kata Hak dan asasi

8 Kusniati, R, 2011, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya
dengan Konsepsi Negara Hukum”,Jurnal llmu Hukum, Vol 4 No.5

8 Muhtaj Majda El, 2009, Dimensi-Dimenss HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan
Budaya, Jakarta: PT. Rajagarfindo Persada, him. 15
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berasal dari bahasaArab yaitu haqg yang artinyawajib, nyata, benar pasti dan tetap
sehingga mempunyai makna kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu. Kata asasi dalam bahasa arab yaitu asasiy yang berasal
dari akar kata assa, yaussu, asaan, artinya membangun, meletakan, mendirikan
sehingga asasi dapat diartikan hal mendasar dan fundamental yang melekat pada

obyeknya.
G. Anak dan Hak Anak

Anak adalah anugerah Tuhan Y ang maha Esa, yang dalam dirinya melekat
harkat dan martabat sebagal manusia seutuhnya. Anak merupakan sumber potensi
generas muda sebagal penerus bangsa yang hendaknya dipelihara dan berhak
memperoleh pendidikan seutuhnya. Dalam sebuah kehidupan rumah tangga selain
membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, memiliki seorang anak
merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga karena
anak merupakan penerus keterunan bagi orang tuanya yang juga akan membuktikan
kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang orang tuanya. Adanya hubungan darah
antara keturunan dengan seorang dari yang lain menjadikan antara keduanya yaitu
anak keturunannya dengan orang tua lain menjadikan antara keduanya yaitu anak
keturunannya dengan orang tua yang menurunkannya mempunyai hubungan

hukum di dalam masyarakat.

Mengenai hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, di antara
daerah yang satu dengan daerah yang lain terdapat suatu perbedaan. Perbedaan
terjadi akibat sistem kekeluargaan masing-masing daerah. Meskipun demikian,

bagi masyarakat sebagian masyarakat keturunan merupakan unsur esensial bagi
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suatu kekeluargaan (clan). Anak ditinjau dari keturunan adalah ketunggalan
leluhur, artinya ada hubungan darah antara orang yang seorang dengan orang yang
lainnya. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal
leluhur, adalah keturunan yang seorang dari yang lainnya.® Di dalam hubungan
kekeluargaan, dikenal adanya garis keturunan bapak (patrilineal) dan keturunan
garis ibu (matrilineal). Keturunan patrilineal adalah orang yang hubungan
darahnya hanyamelewati orang laki-laki sgjadi antara mereka anak orang laki-laki
dan orang perempuan. Sedangkan hubungan kekel uargaan yang matrilineal adalah
hanya mengakui orang-orang yang hubungan darahnya hanya melewati orang
perempuan saja.%* Berdasarkan teori paradoktrinal anak memiliki pengertian antara

lain sebagai berikut:%

a. Menurut Hilman Hadikusuma, yang dimaksud dengan anak adalah anak
yang dilahirkan dari pernikahan yang menurut hukum masing-masing
agama dan kepercayaannya.

b. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, seorang anak adalah sah jika lahir
dalam suatu perkawinan yang sah atau karena adanya perkawinan yang
sah Seorang anak yang dilahirkan selama perkawinan makawanita yang
mel ahirkan adalah ibunya dan pria yang mengawini ibunya adalah yang

membenihkan anak tersebut adalah ayahnya.

%0 Surojo Wignjodipuro, Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), him.
108.

9 | pid, him. 108

92 p.Y. Witanto, Hukum Kel uarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca
Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012),
him. 38.
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c. Menurut Drajen Saragih, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan
hubungan perkawinan yang sah mempunyai kedudukan sebagai anak
sah. Dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah maksudnya adalah
bahwa ketika anak itu dilahirkan wanita yang melahirkannya berada
dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria tertentu. Dengan
demikian setiap anak sah jika pada saat ia dilahirkan wanita yang
mel ahirkannya berada dalam ikatan perkawinan dengan seorang pria.

d. Menurut Yusuf Al Qadhawi, menyebutkan bahwa dengan adanya
perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami mutlak

menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan darinya.
Ketentuan Dasar Hukum Anak

Bila dilihat dala aturan perundang-undangan, ada banyak peraturan yang

memberikan definisi tentang anak diantaranya:

a. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 47 Angka 1 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur
18 (delapan bel as) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan
ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari
kekuasaannya.®

b. Menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesgahteraan

Anak Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang

9 pasal 47 Angka 1 Unddang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah
kawin.%

Menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia Pasal 1 Angka 5 menyatakan bahwa anak adalah setiap
manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum
menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal
tersebut adalah demi kepentingannya *®

. Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas
Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasa 45
mendefinisikan anak yaitu apabila belum berumur 16 (enam belas)
tahun. Apabila anak melakukan perkara pidana maka hakim dapat
memerintahkan supaya si anak dikembalikan kepada orang tuanya atau
walinya dengan tidak dikenakan suatu hukuman.®’

Menurut Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pasal 1 Angka 2 mendefinisikan bahwa anak yaitu orang dalam perkara

% Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
% pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

% pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
97 Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
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anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.%

g. Setelah Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
dicabut dengan di tetepkan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-
Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
mendefinisikan anak yang tertara dalam pasal 1 Angka 3 “Anak yang
berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak
yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.*

h. Menurut Keputusan Presiden Rl nomor 36 tahun 1990 tentang
pengesahan Convertion On The Rights The Child dalam Pasal 1
konvens yaitu setigp orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun,
kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan

telah diperoleh sebelumnya.

Artinyayang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasadan
yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik
masih belum dewasa.'® Bila dilihat dari kedudukan Anak lainnya bedasarkan
Hubungan nasab seorang anak. Ada suatu hak yang harus terpenuhi sgjak ia lahir
di dunia ini yaitu hubungan kekerabatan dengan orang tuanya. Didalam hukum

Islam hubungan kekerabatan seorang anak ditentukan dengan adanya hubungan

% pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

9 pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.

100 pagal 1 Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convertion On
The Rights The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
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nasab, hubungan nasab ditentukan adanya hubungan darah, dan hubungan darah
ditentukan pada saat adanya kelahiran.’®* Kepastian nasab anak kepada orang
tuanya, sangat penting karena hal ini merupakan identitas yang memperjelas status
perdata seorang anak, baik dalam hubunganya dengan orang tuanyamaupun dengan

masyarakat dan negara.??

Dalam proses bernegara ini kedudukan anak juga diatur dalam Undang-

Undang bedasarkan statusnya, yaitu:

a. Anak Sah Pasa 42 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa
anak sah adalah anak yang dilahirkan oleh pasangan suami isteri dari
perkawinan yang sah.'®® Didalam Pasal 250 KUHPerdata memberikan
pengertian bahwa anak sah asal ah anak yang dibenihkan atau dilahirkan
selama perkawinan.’** Anak sah yang dilahirkan oleh pasangan suami
dan isteri yang terikat perkawinan mempunya kedudukan yang jelas
terhadap hak-hak dari orang tuanya termasuk juga dalam hak warisnya.
Anak sah dapat memakai nama belakang ayahnya sebagai identitas dan
penerus keturunan keluarga ayahnya maka kedua orang tuanya wajib
merawat, menjaga, mendidik dan memberikan perlindungan bagi sang

anak.

101 Amir Syarifudin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan |slam Dalam Lingkungan Adat
Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), him. 22

102 Hyzaemah Tahido Y anggo, Fikih Perempuan Kontemporer, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
2010), him. 146.

103 satrio, Hukum Kel uarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang. (Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti, 2005) him. 5.
104 gubekti dan R. Tjitrosudibio, KUHPerdata, (Bandung: Tarsito, 1990), him. 133.
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b. Anak Luar Kawin Pada Pasal 43 Angka 1 Undang-Undang Perkawinan
memberikan pengertian anak luar kawin yaitu anak yang dilahirkan
diluar perkawinan yang tidak sah. Artinya anak luar kawin hanya
mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, sedangkan dengan
ayahnya tidak mempunyai hubungan hukum. Bahkan bisa sgja seorang
suami dapat menyangkal bahwa anak yang dilahirkan bukan
keturunannyamelainkan anak dari hasil perzinahan dari |aki-laki lain,1%
Hanya pengadilanlah yang dapat menentukan dan memutuskan keadaan
tersebut. Ditinjau dari segi hukum macam-macam anak luar kawin dapat
diklasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

1). Anak luar kawin yang tidak dapat di akui adalah anak yang
dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang
keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan di
antaranya tidak terdapat larangan untuk melangsungkan
pekawinan. Ada 2 (dua) golongan anak yang tidak dapat diakui:

a) Anak Zina
Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan antara
laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan
yang sah. Kedudukan hukum anak zina hanya
mempunyai  hubungan hukum terhadap ibunya,

sedangkan terhadap ayahnya sangat tergantung jika

105 parwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), him.
88.
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ayahnya mengakui. Terhadap hak waris ayahnya anak

zinatidak berhak mewarisi.

b) Anak Sumbang
Anak sumbang adalah anak yang dilahirkan oleh laki-
laki dan perempuan yang melakukan perkawinan
sedarah.
2). Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan
dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya
terikat perkawinan dengan orang lain dan di antaranya terdapat

larangan untuk melangsungkan perkawinan.

Macam-macam anak yang disebutkan diatas mempunyai kedudukan hukum
yang berbeda-beda terhadap ibu atau ayahnya. Menurut hukum adat, anak
mempunyai makna sebagai ahli waris yang sangat di damba-dambakan dalam
sebuah keluarga. K eberadaan anak tidak hanya sebagai maknaahli waris saja, tetapi
banyak makna yang dapat diperoleh jikamemiliki anak antaralain sebagai penerus
keturunan, sebaga ahli waris, untuk mendoakan orang tua jika kelak meninggal
dunia, sebagai pemersatu keluarga, sebagai tenaga kerja di sawah atau tegalan dan

untuk meningkatkan status sosial.!® Sebuah keluarga dikatakan bahagia dan

108 bominikus Rato, Hukum Perkawinan dan Waris Adat, (Surabaya: Lakshang Justisia,
2011), him. 138.
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segjahtera jika memiliki anak sekaligus harta benda. Jika dalam sebuah keluarga
tidak mempunyal anak, maka keluarga tersebut berusaha sedemikian rupa untuk

memperoleh anak dengan berbagai cara.

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum
mengalami masa pubertas. Anak Juga merupakan keturunan kedua, di mana kata
“anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang

tuamereka.’?” Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan
Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Berbagai

peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak. Pengertian anak berdasarkan
Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.”( Pasal 1 butir 1 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia
dini dan juga remaja usia 12-18 tahun'®, Hak anak ini berlaku baik anak yang

mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-

107 https://id.m.wikipedia.org/wiki/anak diambil padatanggal 13 Februari 2024 Pukul 18.30
WIB

108 K onvensi Hak Anak oleh UNICEF pada tahun 1989
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anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh
anak. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres No

36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak :

1) Hak Gembira

Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu

harus dipenuhi.

2) Hak Pendidikan

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.
3) Hak Perlindungan

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala

tindak kekerasan dan penganiayaan.

4) Hak Untuk memperoleh Nama

Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebaga salah satu identitas anak.
5) Hak atas K ebangsaan

Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan,

anak tidak boleh apartide (tanpa kebangsaan).
6) Hak Makanan

Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan

mempertahankan hidupnya.
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7) Hak Kesehatan

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa

diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.

8)  Hak Rekreas

Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus

dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang merekainginkan.

9) Hak Kesamaan

Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada
tindak diskriminasi.

10)  Hak Peran dalam Pembangunan

Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak

adal ah masa depan bangsa.
Sedangkan untuk hak dasar anak, terdapat 4 hak dasar anak, yaitu'® :
1) Hak Hidup

Hak hidup ini berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang
termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan
rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa

kandungan, dan lain- lain.

109 Astuti, M. Kebijakan Kesgjahteraan dan Perlindungan Anak, Sudi Kasus Evaluas
Program Kesgjahteraan Sosial Anak. 2013. Jakarta: P3KS Press
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2) Hak Tumbuh Kembang

Dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya
untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatan pengasuhan,
pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI,
di imunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan Psikisnya pun
diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat
lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak

memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.
3) Hak Partisipas

Maksud dari hak partisipasi disini adalah anak harus dilindungi dari situasi-
situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun

yang berkaitan dengan masa depan si anak.

4) Hak Perlindungan

Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan
pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibisaakan berbicara,
agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang
diinginkan. Contohnya adalah ingin saat anak memiliki keinginan yang
berbeda dengan keinginan orangtuanya, maka dicarikan titik temu. Hal ini
perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasaitu belum
tentu baik pulabagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan

yang dimanusiakan.
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H. Perlindungan Hak Anak

Kajian hukum perlindungan hak anak dapat diartikan segala usaha yang
dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik,
mental dan sosia?. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan
dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam
berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan
anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun

hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak, Mengabaikan masalah perlindungan anak, akan
berakibat timbulnya berbaga permasalahan sosial seperti kekerasan baik secara
fisik, sosial maupun mental terhadap anak di bawah umur. Masalah tersebut saat ini
sangat sering terjadi di masyarakat. Hal ini membuktikan betapa mudahnya
merusak masa depan anak, menjadikan mereka korban, dimana seharusnya mereka

dilindungi hak dan martabatnya sebagai manusia untuk tumbuh dan berkembang.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak

dari janin dalam kandungan sampai anak berusia del apan belastahun. Bertitik tolak

119 Ahmad Kamil dan Fauzan. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia.
PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2008
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pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensip, maka
Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada
anak berdasarkan asas-asas Nondikriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk
anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas

penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.
Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan
dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan

dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan

Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Hak Anak merupakan pertanggung
jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan
rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya
hak-hak anak. Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun
sebagal bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk
melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang

negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak®.

Abad ke -19 keprihatinan mulai melanda negara-negara Eropa dan Amerika,
kriminalisas yang dilakukan anak dan pemuda jumlahnya meningkat. Dalam
menghaapi fenomena tersebut, ketika itu perlakuan terhadap pelaku kriminal
disamakan terhadap anak maupun orang dewasa, sehingga di berbagai negara

dilakukan usaha-usaha ke arah perlindungan anak (Juvenile Court) Pertama di

74



Minos Amerika Serikat tahun 1889, dimana Undang-undangnya didasarkan pada
asas parens patriae, yang berarti “penguasa harus bertindak apabila anak-anak yang
membutuhkan pertolongan”, sedangkan anak dan pemuda yang melakukan
kejahatan sebaiknya tidak diberi pidana melaikan harus diberi perlindungan dan

diberi bantuan.

Inggris, di sini dikenal dengan apa yang dikatakan hak prerogatif Raja
sebagal parens patriae (melindungi rakyat dan anak-anak yang membutuhkan
bantuannya). Dengan demikian, dalam sgjarah ikut campurnya pengadilan dalam
kehidupan anak senantiasa ditunjukkan guna menangglangi keadaan yang kurang
menguntungkan bahkan cenderung membahayakan bagi anak dan pemuda yang
mel akukan kejahatan sebaiknyatidak diberi pidana melainkan harus dilindungi dan

diberi bantuan.

Meninjau sgjarah terbentuknya pidana anak serta perkembangannya di
Indonesia. Kurang lebih sgjak tahun 1954 di Indonesiaterutamadi Jakarta, sebagai
Ibukota Negara, sudah terbentuk Hakim Khusus yang mengadili anak-anak dengan
dibantu oleh pegawai prayuwana, tetapi penahanan padaumumnyamasi h disatukan
dengan orang-orang dewasa. Tahun 1957 perhatian pemerintah terhadap kenakalan
anak semakin membaik, terbukti dengan dikirimkannya beberapaahli dari berbagai
departemen ke luar negeri untuk mempelgari hal-hal yang menyangkut juvenile
deliquenscy, terutamasejak penyelidikannyasampai carapenyelesaiannyadi muka
pengadilan. Adapun departemen yang dimaksud adalah K g aksaan, Kepolisian, dan

Kehakiman. Sekembalinya dari luar negeri, maka dibentuklah agreement secara
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lisan antara ketiga instansi di atas untuk mengadakan perlakuan khusus bagi anak-

anak yang melakukan tindak pidana.

Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat
hukum yang lebih memadai. Untuk itu, pada tanggal 3 januari 1997 pemerintah
telah mensyahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 (dan telah di perbaharui
menjadi Undang-undang Nomor 11 tahun 2012) tentang peradilan anak, sebagai
perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan
dan memberikan perlindungan terhadap anak.** Demikianlah sgjarah terbentuknya
pidana anak dan perkembangannya di Indonesia, yang pada dasarnya mempunyai
maksud dan tujuan yang kurang lebih sama dengan maksud dan tujuan dari negara-

negaralain.
l. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

“Sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana
dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti
dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa,
sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak.
Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan

hukum. 112

11 \Wagiati S, Hukum Pidana Anak, Bandung, Refika Aditama, 2006, him 01-02
112 Setya Wahyudi,op,cit hal 35
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Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah The
juvenile system, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sgjumlah
institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum,
penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-

fasilitas pembinaan anak.**®

Pihak-pihak terkait dalam The juvenile system, pertama : polisi sebagai
ingtitusi formal ketika anak berkonflik dengan hukum yang pertama kali
bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak
akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan
bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebesakan atau diproses
ke pengadilan anak, tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan,
mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institus penghukuman, yang

terakhir institusi penghukuman. 4

Sistem peradilan pidanaanak merupakan sistem peradilan pidana, makadi
dadam  memberikan pengertian sistem peradilan anak, terlebih dahulu
menguraiakan sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana (criminal justice
system) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan
mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan  Ohlin

mengemukakan: 1+

113 Nasir Djamil.,op.cit, Hal 43
114 | pid
115 Setya Wahyudi.,op,cit, HIm 15
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“Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem
terhadap mekanisme adminstrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan
pidana merupakan hasil interaks antara peraturan perundang-undangan, praktik
administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri
mengandung implikasi suatu prosesinteraksi yang dipersiapkan secararasional dan
dengan cara efeisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segaa

keterbatasanya”.

Menurut Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan
pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga
kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.'’® Sedangkan Barda
Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik
dengan sistem penegakan hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di
bidang hukum pidana. Sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun
sistem kekusaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu di impimentasikan
dalam 4 (empat) sub-sistem kekusaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan
penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatunkan pidana, dan kekuasaan
eksekusi/pelaksanaan pidana. Sebaga sistem penegakan hukum pidana maka di
dalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiil,
aspek hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan

pidana.'t’

116 Mardjono Reksodiputro,lbid,HIm 16
117 Barda Nawawi Ibid Arief,Ibid,HIm 16
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Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan pidana anak terdapat
aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak,
yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain,
harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesegjahtraan anak dan kepentingan

anak 118

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka sistem peradilan pidanaanak
adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara
terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan,
kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan
eksekusi/ pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materiil anak, hukum pidana
formal anak dan hukum pelaksanaan pidana. Anak dan aktivitas dalam penegakan
hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan

tujuan kesgahtraan anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak mendefinisikan sistem peradilan pidana anak itu sendiri adalah keseluruhan
proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap
penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana
Soerjono  Soekanto memberikan pengertian sistem peradilan pidana adalah
merupakan suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang

saling berhubungan secara fungsional .**°

118 sudarto, ,HIM16
119 Soerjono Soekanto, Ibid
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Mardjono Reksodiputro mengartikan sistem peradilan pidana sebagai
sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian,
kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana, dengan tujuan
antaranya mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus
kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan
dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakann agar mereka yang pernah

mel akukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya. '

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan

dengan hukum,

yaitu: 12

1. Status Offender adalah perilaku kenakalan anak yang apabiladilakukan oleh
orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut,
membol os sekolah atau kabur dari rumah.

2. Juvenile Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila

dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Muladi yang menyatakan bahwa criminal justice system memiliki tujuan

untuk: 122

a. Resosiaisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana
b. Pemberantasan kejahatan

c. Untuk mencapai kesgjahteraan sosial.

120 Mardjono Reksodiputro, Ibid
121 Nasir Djamil,op,cit ,hal 33
122 Mappi FHUI, op. cit
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Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak
terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialiasi dan rehabilitasi) dan
ketiga (kesgjahteraan sosial). Kemudian fungsi yang seharusnya dijalankan oleh

sistem peradilan pidana terpadu adalah :%

1. Médindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan
kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upayainkapasiti
terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.

2. Menegakkan dan memajukan the rule of law dan penghormatan pada
hukum, dengan menjamin adanya due process of law dan perlakuan yang
wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana, melakukan penuntutan dan
membebaskan orang yang tidak bersaah yang dituduh melakukan
kejahatan.

3. Menjaga hukum dan ketertiban.

4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemidanaan yang dianut.

5. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

123 Y ayasan Pemantau hak anak menulisrefrens dari internet, 6 Oktober 2010,
http://www.ypha.or.id/web/wp-
content/upl0oads/2010/06/Praktek-praktek-si stem-peradil an-pidana-anak.doc
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Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak
(SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak

yang dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, yaitu:1*
1. Paradigma Pembinaan Individua

Yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang
dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan.
Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenunhi
kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak
dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, incidental
dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanks ditonjolkan pada
indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi,
apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan
khusus dan sgauh mana program dapat diselesaikan. Putusan ditekankan
pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama
untuk pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positifis
untuk mengkoreksi masalah. Kondisi delikuensi ditetapkan dalam rangka
pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu
berbuat rasional tanpa campur tangan terapitik. Padaumumnya pel aku perlu
dibina, karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan

terapitik.

124 Nasir Djamil.,op,cit. hal 45
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Pencapaian tujuan diketahui dengan melihat apakah pelaku bisa
menghindari pengaruh jelek dari orang/lingkungan tertentu, apakah pelaku
mematuhi aturan dari Pembina, apakah pelaku hadir dan berperan serta
dalam pembinaan, apakah pelaku menunjukkan kemajuan dalam sikap dan
self control, apakah ada kemagjuan dalam interaks dengan keluarga.
Menurut sistem peradilan pidana dengan paradigama pembinaan individual,
maka segi perlindungan masyarakat secara langsung, bukan bagian fungsi

peradilan anak.
. Paradigma Retributif

Ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana. Tujuan
penjatuhan sanksi tercapal dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah
dijatuhi pidanadan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal sertaadil.
Bentuk pemidanaan berupa penyekapan, pengawasan elektronik, sanksi
punitive, denda dan fee. untuk menciptakan perlindungan masyarakat
dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan,

penyekapan, dan pengawasan el ektronik.

K eberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan
apakah pel aku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan

atau penahanan.
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3. Paradigma Restoratif

Adaasums dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma
restoratif, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka
diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan.
Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada
apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi,
kesadaran pelaku atas perbuatanya, jumlah kesepakatan perbaikan yang
dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi.
Bentuk-bentuk sanks yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan
korban, restorasi masyarakat, pel ayanan langsung kepadakorban atau denda
restorative. Pada penjatuhan sanks mengikutsertkan pelaku, korban,
masyarakat dan parapenegak hukum secaraaktif. Pelaku bekerjaaktif untuk
merestore kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban. Korban
aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan
sanksi bagi pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban
dan mendukung pemenuhan kewagjiban pelaku, penegak hukum

memfasilitasi berlangsungnya mediasi.

Fokus utama dalam peradilan restorative untuk kepentingan dan
membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber
utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunya kemampuan positif

bersifat preventif dan proaktif.



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak (UU SPPA) yang mula diberlakukan dua tahun setelah tanggal
pengundangannya, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) yang bertujuan agar
dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan
terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang
Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam
masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus

kepada anak yang berhadapan dengan hukum.
Berikut hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang SPPA:12°
1. Definisi Anak di Bawah Umur

Undang-Undang SPPA mendefenisikan anak di bawah umur
sebagal anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun,
dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga

kategori:

a.  Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)

b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka
4 UU SPPA)

c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5

UU SPPA)

125 1y Jata Ayu menulisreferensi dari internet, Senin, 25 Agustus 2014,
hukumonline.com/klinik/detail/It53f55d0f46878/hal -hal -penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem
peradilan-pidana-anak
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Sebelumnya, Undang-Undang Pengadilan Anak tidak membedakan
kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan
Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Ha ini
mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan
tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem

peradilan pidana.
d. Penjatuhan Sanksi

Menurut Undang-Undang SPPA, seorang pel aku tindak pidana anak
dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana
yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana,

bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

1) Sanks Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak melipuiti
(Pasal 82 UU SPPA):

a) Pengembalian kepada orang tua/Wali

b) Penyerahan kepada seseorang

c) Perawatan di rumah sakit jiwa

d) Perawatan di LPKS

e) Kewgiban mengikuti pendidikan forma dan/atau
pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan
swasta

f) Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau

g) Perbaikan akibat tindak pidana.
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2) Sanks Pidana

Sanks pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak
pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal

71 UU SPPA):

a) Pidana Pokok terdiri atas:
(1). Pidana peringatan
(2).Pidana dengan syarat, yang terdiri atas. pembinaan di
luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan
(3).Pelatihan kerja
(4). Pembinaan dalam lembaga
(5).Penjara.
b) Pidana Tambahan terdiri dari:
(1).Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak
pidana; atau

(2). Pemenuhan kewajiban adat.

Undang-Undang SPPA juga mengatur dalam hal anak belum
berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak
pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial

Profesional mengambil keputusan untuk:

a) Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau

87



b) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan,
dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPK S di instans
yang menangani bidang kesegjahteraan sosial, baik di tingkat
pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

e. Penahanan Pasa 32 ayat (2) Undang-Undang SPPA menyatakan
bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat
anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan
tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih.
Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah
berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

f. Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagal Saksi atau Anak Korban

Undang-Undang SPPA  memberikan kemudahan bagi anak saksi
atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan.
Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan
sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di
luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh
Pembimbing K emasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau
Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang
terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan
memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan
menggunakan alat komunikas audiovisual. Pada saat memberikan

keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali,
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Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya [Pasal 58 ayat (3)

UU SPPA].
g. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Undang-Undang SPPA memperbolehkan anak yang terlibat dalam
tindak pidana untuk mendapatkan bantuan  hukum  tanpa
mempermasalahkan jenis tindak pidana telah dilakukan. Anak berhak
mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam
tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di
pengadilan (Pasal 23 UU SPPA). Anak Saksi/Anak Korban wajib
didampingi oleh orang tua/Wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau
pekerjasosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi, jika orang tua
dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua/Walinya

tidak wajib mendampingi (Pasal 23 Ayat (3)UU SPPA).
h. Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Pasal 86 ayat (1) UU SPPA, anak yang belum selesa
menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan telah
mencapal umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga
pemasyarakatan pemuda. Pengaturan tersebut tidak ada dalam Pasal 61 UU

Pengadilan Anak.

Walaupun demikian, baik UU SPPA dan UU Pengadilan Anak
sama-samamengatur bahwa penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan

dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah
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mencapal umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun
(Penjelasan Pasal 86 ayat (2) UU SPPA dan Penjelasan Pasal 61 ayat (2)

UU Pengadilan Anak).

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip sesuai

dengan Pasal 2 Undang-Undang SPPA yaitu ;12
1. Perlindungan

Meéliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang

membahayakan anak secarafisik dan/ atau psikis.
2. Keadilan

Setiap penyel esaian perkaraanak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
3. Nondiskriminasi

Tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras,
golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan

kelahiran anak, sertakondisi fisik dan atau/mental .
4. Kepentingan Terbaik bagi Anak

Segal a pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan

hidup dan tumbuh kembang anak.

5. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

126 Nasir Djamil,op.cit,HIm 131
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Penghormatan atas hak anak untuk berpartisispas dan menyatakan
pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang

memengaruhi kehidupan anak.
6. Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

Hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara,

pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
7. Pembinaan dan Pembimbingan Anak

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan,
professional, sertakesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar
proses peradilan pidana. Sedangkan pembimbingan adalah pemberian tuntutan
untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Y ang Maha Esa, intel ektual,
sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, prfesional, sertakesehatan jasmani dan

rohani klien pemasyarakatan.
8. Proporsional

Segal a perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur

dan kondisi anak.
9. Perampasan Kemerdekaan dan Peminadaan Sebagai Upaya Terakhir

Pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaanya, kecuali terpaksa

guna kepentingan penyel esaian perkara.
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10. Pengindaran Pembalasan
Prinsip menjauhkan upaya pembal asan dalam proses peradilan pidana.

J. Kerangka Pikir Penelitian

Perlindungan
1 Hukum Napi Anak
Tindak Pidana UU No 11 Tahun
" 2012
Anak Pelaksanaan Hak
Napi Anak

K. Orisinalitas Pendlitian

Penelitian mengenai perlindungan hukum atas narapidana anak ini

sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk Tesis diantaranya:

No | Penditi | Judul Penelitian Hasil Penelitian Universitas
1. | Zaina Pembinaan Anak | Hasil analisis menunjukan | Universitas
Arief M | PidanaDi bahwa efektivitas Hasanuddin
(2021) Lembaga pembinaan anak M akassar
Pembinaan pidanadi Lembaga

Khusus  Anak | Pembinaan Khusus Anak
Kelas |l Maros Kelas Il Maros cukup
efektif

hal ini dapat kitalihat dari
beberapa pembinaan yang
dilakukan di

Lembaga Pembinaan
Khusus Anak Kelas I
Maros seperti pembinaan
mental dengan cara

mel aksanakan kegiatan
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No

Pendliti

Judul Pendlitian

Hasll Penditian

Universitas

harian yang meliputi
kegiatan

keagamaan seperti
ceramah, menggji dan
diskusi kelompok terkait
kerohanian, pembinaan
keterampilan dibantu oleh
Perkumpulan Keluarga
Berencana Indonesia
memberi pelatihan tentang
palang merah, latihan
bercocok tanam dan
keterampilan, pembinaan
pendidikan sudah diambil
data untuk diikutkan
dalam paket A, paket B
dan paket C yang masuk
dalam Data Pokok
Pendidikan.

Allysa
(2016)

Perlindungan
Anak Yang
Mengikuti

Ibunya Sedang
Menjalani Pidana
Penjara Di
Lembaga
Pemasyarakatan
Wirogunan

Y ogyakarta

Upaya pemenuhan hak
anak yang dibawaibunya
kedalam Lembaga
Pemasyarakatan sebagal
narapidana, meliputi hak
untuk dapat hidup,
tumbuh, berkembang, hak
memperoleh pelayanan
kesehatan, kekejaman,
kekerasan, ketidakadilan,

Universitas
Atma Jaya
Y ogyakarta
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No

Pendliti

Judul Pendlitian

Hasll Penditian

Universitas

dan perlakuan salah
lainnya, belum terpenuhi
dengan baik. Karena hanya
hak untuk mendapatkan
makanan tambahan sgja,
sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1999
tentang Syarat Dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan
Pemasyarakatan.

Hafiidh
Fajar
Bahari
(2015)

Perlindungan
Narapidana Anak
Di Lembaga
Pemasyarakatan
Kelasllb

Jombang

Penempatan narapidana
anak di Lembaga
Permasyarakatan orang
dewasa tidak tepat. Hak
Narapidana Anak yang
belum diberikan oleh
Lembaga Pemasyarkatan
Kelas I1B Jombang dalam
memberikan perlindungan
hukum bagi Narapidana
Anak yaitu Hak untuk
mendapatkan Pendidikan
dan Pengagjaran
sebagaimana telah diatur
pada Undang-Undang
Nomor 12 tahun 1995
tentang Pemasyarakatan

Universitas
Sebelas
Maret
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BAB 111

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara
sistimatis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu
diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.
Metodologi sebagai usaha untuk menemukan pengembangan dan menguiji

kebenaran suatu pengetahuan maka dilakukan metode ilmiah.?’
A. Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis sosiologis karena penelitian ini mengungkapkan hukum sebagai
kaidah normatif yang memiliki pengertian bahwa metode penelitian yag mengkaji
faktor-faktor yuridis atau kaidah-kaidah hukum perundang-undangan yang berlaku
sekarang ini.

B. Spesifikasi Pendlitian
Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum

khususnya pada bidang hukum pidana. Hal ini sesuai dengan tema penulisan terkait

dengan perlindungan hak narapidana anak dalam lembaga pemasyarakatan.

127 soetrisno Hadi, Bimbi ngan Menulis Skripsi Dan Thesis, (Y ogyakarta: UGM, 1982),
him 14.
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C. Sumber Data

1. DataPrimer

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di

lapangan oleh orang yang melakukan penditian atau yang

bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber
informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara
yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antaralain;

a. Catatan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Administrasi
Keamanan Dan Tata Tertib Lapas Kelas | Semarang Bapak
ANDREAS WISNU SAPUTRO, A.Md.IP., S.IP.

b. Hasil observasi lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan

yang dilakukan dengan mempelgari literatur-literatur atau buku-buku

ilmiah dan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan lain yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pada data sekunder ini
terklasifikasi sebagai berikut;

a Bahan Hukum Primer meliputi; Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak.
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b. Bahan Hukum Sekunder meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal
hukum dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini

c. Bahan Hukum Tersier meliputi semua website, kamus dan
ensiklopedi yang memiliki keterkaitan dengan apa yang akan

diteliti oleh penulis
D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan beberapa teknik
meliputi;
1. Observas atau pengamatan langsung

2. Wawancara dengan narasumber terkait.

3. Studi literatur
E. Lokas dan Subyek Penelitian

Lokas penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang
khususnya pada sel anak. Adapun Subyek penelitian utama yaitu Narapidana anak

di Lembaga Pemasyarakatan K edungpane Semarang.
F. Instrumen Pendlitian

Salah satu ciri penditian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai
instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia (seperti; pedoman
wawancara, pedoman observasi dan sebagainya) dapat pula digunakan, tetapi
fungsinyaterbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen kunci. Oleh
karena itu dalam pendlitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, karena

peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia dan non manusia yang
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ada dalam kancah penelitian. Kehadirannya di lapangan peneliti harus dijelaskan,
apakah kehadirannya diketahui atau tidak diketahui oleh subyek penelitian. Ini
berkaitan dengan keterlibatan peneliti dalam kancah penelitian, apakah terlibat aktif

atau pasif. Instrumen pada penelitian ini meliputi;

1. Pedoman penulisan
2. Pedoman wawancara

3. Studi Literatur
G. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis data yang ada
dalam penulisan ini adalah kualitatif yaitu menganalisis data sekunder dan primer
dengan dikaitkan dari sumber-sumber ilmu hukum, teori hukum, aspek hukum,
sistem hukum, dalil hukum, doktrin hukum, tanpa menggunakan perhitungan

angka-angka.

Data yang sudah terkumpul baik dari data sekunder yang diperoleh dari
literatur-literatur maupun dari data primer setelah dilakukan penelitian Iapangan
kemudian penulis sgjikan dalam bentuk uraian-uraian yang berbentuk deskriptif
agar diketahui jawaban atas permasal ahan yang diangkat. Beberapa teknik analisis

data sebagai berikut :

1. Klasifikas data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai

dengan observasi dan data lapangan
2. Veifikas data

Peneliti memilih hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian
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3. Interprestasi data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan data
4. Penarikan kesimpulan

Peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Data-data
yang di dapat peneliti berusaha menarik kesimpulan.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum hak narapidana

anak di Lembaga Pemasyarakatan K edungpane Semarang

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak, Mengabaikan masalah perlindungan anak, akan
berakibat timbulnya berbagai permasalahan sosial seperti kekerasan baik secara
fisik, sosial maupun mental terhadap anak di bawah umur. Masalah tersebut saat ini
sangat sering terjadi di masyarakat. Hal ini membuktikan betapa mudahnya
merusak masa depan anak, menjadikan mereka korban, dimana seharusnya mereka

dilindungi hak dan martabatnya sebagai manusia untuk tumbuh dan berkembang.

Pembinaan secara umum merupakan sebuah perbaikan terhadap pola
kehidupan yang telah direncanakan. Pembinaan yang adaterbagi dalam pembinaan
kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian adalah
pembinaan yang dilakukan pada mental dan watak dengan tujuan Warga Binaan
Pemasyarakatan menjadi manusia yang bertakwa dan bertanggung jawab.

Sedangkan pembinaan kemandirian adalah pembinaan yang dilakukan pada bakat
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dan keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan tujuan agar dapat kembali

ke masyarakat sebagal pribadi yang bebas dan bertanggung jawab.

Pembinaan narapidana anak berkaitan erat dengan aspek kebijakan
peraturan perundang-undangan yang melandasinya, yang mengacu pada Undang-
Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Pemasyarakatan. Sistem dalam
Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang
berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembinaan
merupakan proses belgjar yang dilaksanakan secara teratur dan terarah untuk
mencapal tujuan tertentu A. Mangunhardjana dalam buku Pembinaan Arti dan

M etodenya menyatakan:

“Pembinaan adalah proses belajar melepas hal-hal yang sudah dimiliki dan
mempelgari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang
menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan
kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan baru untuk mencapai
tujuan hidup dan kerja yang di jalaninya secara lebih”.12

Buku Mangunhardjana menjelaskan bahwa pembinaan merupakan suatu
proses dalam rangka membetulkan diri. Pembinaan pemasyarakatan dilakukan
dengan tujuan membina pribadi narapidana agar tidak mengulangi kejahatan dalam
mentaati peraturan hukum, membina hubungan antara nargpidana dengan
masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan dapat menjadi anggotanya,

menjadikan narapidanaatau anak didik sebagai pesertayang aktif dan kreatif dalam

128 Mangunhardjana dalam Hendri Puguh Prasetyo dan M Towil Umuri, "Pembinaan Moral
Anak Jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakata”, jurnal Citizenship, vol 3, 1 (2013), 63.
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pembangunan, membantu narapidana atau anak didik kelak berbahagiadi duniadan

akhirat.

Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang
bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya,
memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidanalagi sehingga dapat diterima
kembali di masyarakat, aktif dalam pembangunan dan lain sebagainya. Sistem
pemasyarakatan diselenggarakan guna membentuk warga binaan pemasyarakatan
agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, serta dapat hidup secara
wagjar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Adapun fungs sistem
pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat
berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali

sebagal anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
dijelaskan bahwa anak didik pemasyarakatan di tempatkan di Lembaga
Pemasyarakatan Anak untuk kemudian dibina sesuai peraturan yang berlaku.
Dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan anak didik pemasyarakatan wajib
mendaftarkan diri. Pendaftaran dimaksud adalah melipuiti:

1. Pencatatan baik berupa putusan pengadilan, jati diri dan barang dan uang
yang dibawa
2. Pemeriksaan kesehatan

3. Pembuatan pasfoto
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4. Pengambilan sidik jari

5. Pembuatan berita acara serah terima anak pidana.

Pendaftaran ini digunakan untuk proses pembinaan selanjutnya yang
digolongkan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis
kejahatan dan kriterialain sesuai kebutuhan dan perkembangan pembinaan. Sistem
pembinaan anak didik pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas yaitu

sebagal berikut:

1. Pengayoman yaitu perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam
rangkamelindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginyatindak pidana
oleh warga binaan pemasyarakatan, selain itu memberikan bekal hidup
kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna
bagi masyarakat.

2. Persamaan perlakuan dan pelayanan yaitu memberikan perlakuan dan
pelayanan yang sama kepada setiap warga binaan pemasyarakatan tanpa
membeda-bedakan.

3. Pendidikan dan pembimbingan yaitu menyelenggarakan pendidikan dan
pembimbingan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa
kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, kerohanian dan kesempatan
beribadah.

4. Penghormatan harkat dan martabat manusia yaitu warga binaan
pemasyarakatan sebagal orang yang terjerumus kejalan yang salah harus

tetap diperlakukan sebagi manusia.
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5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yaitu berarti
bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk
jangka waktu tertentu, sehingga Negara mempunyai kesempatan untuk
mel akukan perbaikan pada orang tersebut.

6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang
tertentu hal ini berarti warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lapas
harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh
diasingkan dari masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan bentuk

kunjungan dan program cuti mengunjungi keluarga.

Asas tersebut diatas menjadikan pedoman pelaksanaan pembinaan yang
sudah diprogramkan. Adapun program dalam pel aksanaan pembinaan di Lembaga
Pemasyarakatan yaitu dengan memberikan pembinaan kepada narapidana untuk
dapat berinteraksi kembali dengan masyarakat secara baik setelah selesai masa
pidananya. Dalam pelaksanaan pembinaan sudah direncanakan dan dijadwalkan
terkait pembinaan narapidana. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan

Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antaralain:
a. Pembinaan kesadaran beragama.
b. Pembinaan berbangsa dan bernegara.
c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
d. Pembinaan kesadaran hukum.

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat
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Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar
bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan
pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar
Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota
masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pribadi narapidana,
membangkitkan rasahargadiri dan mengembangkan rasatanggung jawabnya untuk
menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sgahtera dalam
bermasyarakat. Sehingga berpotensial menjadi manusia yang berpribadi baik dan

bermoral tinggi.

2. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu:

a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan,
industri rumah tangga, reparas mesin dan alat-alat elektronika dan
sebagainya.

b. Keterampilan untuk mendukung usahaindustri kecil, misalnya pengelolaan
bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah
jadi dan menjadi bahan jadi.

c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana
masing-masing.

d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan
pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau pola

pembinaan yang ideal.

105



Pola pembinaan di atas adalah pola pembinaan bagi narapidana, baik anak
maupun dewasa yang sama-sama mempunyai pola untuk proses pembinaannya.
Teknik penyelenggaraan sistem pemasyarakatan secara penuh hanya dapat
dilaksanakan dalam lembaga-lembaga yang penghuninya dipidanakan 1 (satu)
tahun keatas. Usaha ini dilaksanakan bertahap secara progresif terhadap setiap
narapidana yang bersangkutan, dari awal masuk hingga bebasnya, baik karena

perlepasan dengan perjanjian atau karena habisnya masa pidana.

Sistem pemasyarakatan dimulai dengan menerima narapidana dan
menyel esaikan pencatatannya yang disusul dengan observasi mengenai pribadinya
secara lengkap oleh dewan pemasyarakatan. Setelah selesai kemudian ditentukan
bentuk dan cara perlakuan yang akan ditempuh, antara lain penempatannya untuk
tinggal, pekerjaan yang diberikan, dan pendidikan yang akan ditempuhnya.
Disamping diberi keterangan-keterangan tentang hak dan kewajiban dijelaskan juga
tata cara hidup dalam lembaga. Setelah berjalan beberapa lama pertemuan dewan
pemasyarakatan diadakan lagi dengan mengikutsertakan narapidana yang
bersangkutan kemudian dilakukan evaluasi terkait keadaannya. Selanjutnya dewan
pemasyarakatan menentukan sesuai dengan tingkah lakunya. Usaha semacam ini
diadakan secara berkala dan bila ada kemaguan serta sudah tiba waktunya
narapidana di usulkan dilepas dengan perjanjian atau sebaliknya narapidana tetap

menjalani pidananya sampai habis masa pidananya.

Narapidana yang dipidana kurang dari 1 (satu) tahun yang tidak dapat
dikenakan sistem pemasyarakatan secara penuh, disalurkan pembinaannya diluar

lembaga. Dalam usaha pembinaan narapidana diberikan bimbingan berupa
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pendidikan dan pelgjaran dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, keagamaan

sesuai  dengan pengalamannya.

Setigp anak wajib mengikuti dan menjalankan proses dan tahapan
pembinaan itu secara pasti, yang penting ialah bagaimana anak didik mengikuti
prosesnya. Pembinaan kemasyarakatan wajib memperhatikan setiap perkembangan
dan perubahan anak didik dengan melakukan pengawasan dan melakukan evaluasi
secara periodik terhadap proses dan tahapan pembinaan yang telah ditetakan sesuai

proses dan tahap-tahap pembinaan yang telah ditentukan.

Dalam setiap pelaksanaan perundang-undangan, ada petunjuk yang harus
dipatuhi sebagai pedoman melakukan tugas fungsi dan kewajibannya. begitu pula
pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana anak di
Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang. Berikut petikan hasil
wawancara dengan narasumber yaitu Bp. USMAN M, AMd,, IP., SH., MM selaku

Kepaa Lapas Kelas | Kedungpane Semarang;

“Lembaga Pemasyarakatan disini sebenarnya secara khusus bukan untuk
narapidana anak, tetapi kami tetap berusaha untuk memenuhi hak-hak anak
tersebut mengingat bahwa anak anak yang setelah masuk ke Lembaga
pemasyarakatan waktu itu kan kesannya menjadi penjahat dil kita rubah
paradigmanya dengan harapan ketika anak tersebut setelah keluar dari
Lapas kesan tersebut hilang sehingga anak-anak masih bisa sekolah
Kembali dan bermasyarakat kembali tanpa ada embel-embel pernah di
penjara”

K epala Lapas menjelaskan bahwa sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku, khusus untuk anak sebaiknya memang berada di Lembaga Pembinaan

Khusus Anak. Namun demikian karena ada beberapa situasi tertentu maka Lapas
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Kedungpane Semarang juga menampung narapidana anak, dan tetap berusaha
untuk memenuhi hak-hak anak tersebut. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki
image atau memberikan citra positif serta motivasi bagi anak-anak, setelah keluar
dari Lapas dapat melanjutkan cita-cita hidupnya tanpa terbebani sebagai mantan

narapidanadari penjara. Lebih lengkapnya dijelaskan sebagai berikut;

“Meski berada di Lapas namun kami berusaha menghilangkan kesan
penjara sehingga anak anak memang bukan masuk penjara jadi disini itu
dipidana kalo penjara kan kesannya masih dibuat penjaraan disakiti tapi
pelan pelan sudah kita hilangkan, Kalau di Lapas sel dewasa kan masih satu
kamar dimana kamar mandinya ya disitu. Kalau di Lapas dewasa atau
Lembaga pemasyarakat yang masyarakat selama ini untuk kasus narkoba
ada lapas sendiri untuk kasus lain ada ruangan sendiri. Kemudian untuk
anak anak yang belgar secaravirtua kitafasilitas jugadisitu jadi anak anak
tidak dikeluarkan atau mungkin tahun ini lulus kemudian melanjutkan lagi
anak anak tetap bisa pembelgjaran secara virtual setiap pagi nanti absen
mengikuti tugas tugas dari sekolah dan untuk pendidikan memang kita
utamakan jadi anak yang memang dari luar masih sekolah atau mungkin
dikeluarkan kita fasilitasi kalau orang tua sanggup mencarikan sekolah di
luar yang formal kitatetap usahakan yang formal tapi kalau orang tua sudah
menyerah atau kadang kadang malah justru ada orangtua yang tidak
kooperatif untuk pendidikan anaknya kan kasian. Fasilitas yang ada di
Lapas benar benar memberi kebebasan anak anak untuk mengeksplor dia
fasilitas olahraga kita juga ada bermacam macam seperti bola voli, tenis
meja, bulu tangkis, ada futsal boleh karena di paviliun-paviliun itu ada kita
fasilitasi meskipun itu dengan tetap ada pengawasan petugas.”

Lapas sedlau melaksanakan tugas dan kewagjibannya berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan hak-
hak yang dibina. Diantaranya dengan berusaha memfasilitasi saran pendidikan dan
olahraga. Disamping itu seperti pada penjelasan sebelumnya, upaya Pemerintah

dalam memberikan perlindungan hak anak yang mengalami hukuman.
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Dalam berbagai peraturan Perundang-undangan di Indosesia, belumlah
terdapat peraturan yang jelas mengenai kriteria anak. Lain peraturan perundang-
undangan, lain pula kriteria anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4
Tahun 1979 tentang Kesgjahteraan Anak menentukan bahwa anak adalah seorang
yang belum mencapai umur 21 tahun dan bel um pernah menikah.'? Pasal 330 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum
mencapal umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Menurut hukum adat
seorang dikatakan belum dewasa bilamana seorang itu belum menikah dan berdiri
sendiri, belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Hukum adat menentukan
bahwa ukuran dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah
apakah sudah dapat bekerja sendiri, sudahkah cakap melakukan yang disyaratkan

dalam kehidupan masyarakat, dan apakah dapat mengurus kekayaannya sendiri**°.

Tabel 4.1. Batasan Usia Anak di Indonesia

No Landasan Hukum BatasUsia
1 | Undang-Undang Nomor 1 Anak yang belum mencapa umur 18
Tahun 1974 tentang (delapan belas) tahun atau belum
Perkawinan pernah melangsungkan perkawinan
ada di bawah kekuasaan orang tuaanya
selama mereka tidak dicabut dari

kekuasaanya (pasal 47 ayat (1). Orang
tuatidak boleh memindahkan hak atau
menggandakan barang-barang tetap
yang dimilki anaknya yang belum
berumur 18 (delapan belas) tahun atau
belum pernah melangsungkan

129 v esmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural kriminologi,
Hukum, dan HAM (Bandung: PT Refika Aditama, 2009) him. 127.

130 1yma Setyowati Sumitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: Bumi
Perkasa,1990) him 19.
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No Landasan Hukum BatasUsia
perkawinan, kecuali apabila
kepentingan anak menghendaki (pasal
48)

2 | Undang-Undang Nomor 4 Anak adalah seseorang yang belum
Tahun 1979 tentang berusia 21 ( dua puluh satu) tahun dan
K esgjahteraan Anak belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (3)

3 | Undang-Undang Nomor 39 Anak adalah setigp manusia yang
Tahun 1999 tentang Hak Asasi | berusiadi bawah 18 (delapan belas)
Manusia tahun dan belum meniah, termasuk

anak yang masih dalam kandungan
apa bila hal tersebut demi
kepentingannya (Pasal 1 ayat (5)

4 | KUHPerdata (BW) Anak adalah seseorang yang berusia
21 tahun, kecuali anak itu sudah kawin
sebelum usia 21 tahun

5 | Hukum Adat Ukuran seseorang tel ah dewasa bukan
dari umurnya, tetapi dari ukuran yang
dipakai adalah dapat bekerja sendiri;
cakap melakukan yang diisyaratkan
dalam kehidupan masyarakat; dapat
mengurus kekayaan sendiri.

6 | Undang-Undang Nomor 35 Anak adalah seseorang yang belum
Tahun 2014 tentang berusia 18 tahun termasuk yang masih
Perlindungan Anak berada di dalam kandungan

7 | Hukum Islam Anak di bawah umur dimulai sgjak

usia 7 tahun hingga mencapai
kedewasaan (balig) dan fugoha
membatasinya dengan usia 15 tahun,
yaitu masa kemampuan berfikir
lemah (tamyiz yang belum balig),
jika seorang anak telah mencapai usia
tersebut, makaia dianggap dewasa
meskipun ia belum dewasa dalam arti
yang sebenarnya
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No Landasan Hukum Batas Usia

8 | Undang-Undang Nomor 11 Anak yang bisadimintai pertanggung
Tahun 2012 tentang Sistem jawaban hukum pidana dari awalnya
Peradilan Pidana Anak delapan tahun menjadi 12-18 tahun.
Sementaraitu, batasan minimal anak
yang bisa ditahan adalah 14-18 tahun

Masing-masing peratuan mempunyai batasan tersendiri mengenai batasan
umur terhadap anak, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dibuat
satu kesimpulan tentang pengertian anak tersebut. Namun, meski tidak ada
kesamaan dalam pengertian anak, tujuan yang terkandung dalam setiap pengertian

hendaknya sama yaitu untuk memberikan perlindungan sepenuhnya kepada anak.

Kedudukan anak sebagai generas muda yang akan meneruskan cita-cita
luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai
sumber harapan bagi generas terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-
luasnya untuk tumbuh dan berkemang dengan wajar baik secara rohani, jasmani,
dan sosia. Perlindungan anak merupakan sebuah usaha dan kegiatan seluruh
lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran, yang menyadari betul
akan pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Perlindungan anak
merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian
perlindungan anak diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara dan

bermasyarakat.

Proses perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus
mempehatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri,

sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan
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anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang
mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak
boleh mengakibatkan matinya inisistif, kratifitas, dan hal-ha lain yang
menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali,
sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya

dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung
pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha dan
kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama
didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan
dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami
hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik jasmani, rohani maupun
sosial. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta bagi
pemerintah, maka koordinasi kerjasama perlinduungan anak perlu diadakan dalam
rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara

keseluruhan.

Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan satu sisi pendekatan
untuk melindungi anak-anak Indonesia yang tidak semata-mata bisadidekati secara
yuridis, tetapi juga perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.
Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa ha yang perlu mendapatkan

perhatian, yaitu:
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a. Luaslingkup perhatian:

1). Perlindungan yang pokok meliputi: sandang, pangan, pemukiman,
pendidikan, kesehatan dan hukum.

2). Méliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.

b. Jaminan pelaksanaan perlindungan:

1). Untuk mencapai sebuah hasil yang maksimal perlu ada jaminan
terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan anak yang dapat
dirasakan, diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan
perlindungan.

2). Jaminan atas perlindungan anak hendaknya dituangkan dalam
sebuah peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau
peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat
dipertanggung jawabkan serta merta dalam masyarakat.

3). Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi Indonesia
tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan Negara

lain yang patut dipertimbangkan dan ditiru.

Perlindungan hak-hak bagi anak merupakan sebuah kewagjiban yang
dimiliki oleh setiap orang, baik itu keluarga, masyarakat, ataupun pemerintah. Hal
tersebut sesuai dengan bunyi dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan;

“Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang
tua berkewgiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
perlindungan anak.”
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Dari bunyi pasal tersebut, tentunya sudah sangat jelas bahwa perlindungan
anak menjadi prioritas utamabagi setiap Warga Negara. Setiap Warga Negara pada
hakekatnya ikut bertanggung jawab akan perlindungan anak yang mana
implemetasi dari perlindungan anak tersebut adalah untuk kesejahteraan anak.
Proses perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai harkat
dan martabat kemanusaiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia

dan sgjahtera.

Pengaturan mengenai hak-hak anak di Indonesia saat ini pada pokoknya
diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan
Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan konvensi Hak-Hak
Anak. Dalam Pasal 4-18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak disebutkan bahwa Hak-Hak Anak meliputi:

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipas
secara wagar sesual dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebaga identitas diri dan status
kewarganegaraan.
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Pasal 6

Setigp anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan
berekspresi sesua dengantingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan
orang tua atau wali.

Pasal 7

(2). Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh
oleh orang tuanya sendiri.

(2).Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh
kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut
berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperol eh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai
dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

(). Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat
dan bakatnya.

(1a) setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari
kegjahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga
kependidikan, sesame peserta didik, dan/atau pihak lain

(2).Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak
yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar bisaa,
sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan
pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari,
dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi
pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
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Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul
dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreas sesuai dengan
minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setigp anak yang menyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi,
bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

(1). Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana
pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat
perlindungan dari perlakuan:

a). diskriminasi;

b). eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
C). penelantaran;

d). kekgaman, kekerasan, dan penganiayaan,
€e). ketidakadilan; dan

f). perlakuan salah lainnya

(2).Dalam ha orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk
perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan
pemberatan hukuman.

Pasal 14

(2). Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada
alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu
adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan
terakhir.

(2).Dalam terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, anak tetap
berhak:

a). Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua
orang tuanya

b). Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan
untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan
kemampuan, bakat dan minatnya.

c). Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya
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d). Memperoleh hak anak lainnya.

Pasal 15
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

penyal ahgunaan dalam kegiatan politik;

pelibatan dalam sengketa bersenjata;

pelibatan dalam kerusuhan sosial;

pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
pelibatan dalam peperangan.

kejahatan seksual

i SR S I <

Pasal 16

(1).Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari  sasaran
pengani ayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2). Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3). Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan
apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan
sebagai upayaterakhir.

Pasal 17

(1). Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya
dipisahkan dari orang dewass;
b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam
setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang
objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
(2). Setigp anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang
berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setigp anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. '3t

13! pasal 4-18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
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Indonesia telah meratifikasi konvensi Hak-Hak Anak berdasar Keputusan
Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention
On The Rights of The Child (Konvens tentang Hak-Hak Anak), oleh karena itu
Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di
dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Secaraumum hak-hak anak dapat dikelompokkan

menjadi 4 (empat) katagori Hak-Hak Anak yaitu:

a. Hak Terhadap Kelangsungan Hidup (The Right to Survival)

Hak kelangsungan hidup (survival rights) berupa hak-hak anak
untuk melestarikan dan memepertahankan hidup (to right of life) dan
hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang
sebaik-baiknya (the rights to the higest standart of health and medical
care attainable). Hal tersebut memunculkan konsekuensi bahwa Negara
harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup dan
perkembangan anak®?. Negara berkewajiban untuk menjamin hak atas
taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau, dan melakukan pel ayanan
kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan pengobatan primer.
Implementasinya Negara berhak untuk mengupayakan program yang
tepat untuk:

1). Mengurangi kematian bayi dan anak

2). Menjamin penyediaan bantuan kesehatan yang diperlukan dan

perawatan kesehatan untuk semua anak dengan penekanan pada

kesehatan

132 pasal 6 Konvensi Hak-Hak Anak
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3).

4).

5).

6).

7).

Memerangi penyakit dan kekurangan gizi

Menjamin perawatan kesehatan sebelum dan sesudah kelahiran
Memperolehinformasi dan akses pada pendidikan dan mendapat
dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi.
Mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan
bagi orang tua, serta penyuluhan keluarga berencana
Mengambil langkah tepat dan efektif dengan tujuan
menghilangkan praktek tradisional yang merusak kesehatan

anak.

b. Hak Tumbuh Kembang (development right)

Hak tumbuh kembang pada hakekatnya meliputi segala bentuk

pendidikan dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup anak secara

memadal untuk pembangunan fisik, menal, spiritual, moral dan sosial

anak. Beberapa hak tumbuh kembang seperti:

1).
2).
3).
4).
5).
6).
7.
8).

9).

Hak memperoleh informasi

Hak memperoleh pendidikan

Hak bermain dan rekreasi

Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya
Hak untuk kebebasan berfikir

Hak untuk pengembangan kepribadaian
Hak memperoleh identitas

Hak untuk didengar pendapatnya

Hak untuk/atas keluarga.
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c. Hak Terhadap Perlindungan (protection rights)

Hak perlindungan yaitu hak-hak dalam konvens hak anak yang

meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan

keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluargabagi anak-anak

pengungsi.

1). Hak perlindungan dari diskriminasi berupa:

a).

b).

f).

Q).

h).

Perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh
pendidikan, perawatan dan latihan khusus.

Hak anak dari kelompok minoritas dan penduduk asli dalam
kehidupan masyarakat.

Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi.

. Perlindugan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang

mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak.

. Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba,

perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitus,
dan pornografi.

Perlindungan dari upaya penjualan, penyelundupan dan
penculikan anak.

Pelindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau
diputus telah mel akukan pelanggaran hukum.

Perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam

sistem peradilan.
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2). Kondisi krisis dan keadaan darurat yaitu mengembalikan anak
dalam kesatuan keluarga, perlindungan anak pengungsian,
kondis konflik bersenjata/perang dan perawatan rehabilitasi.

d. Hak untuk berpartsipasi (participation rights)

Hak untuk berpartisipasi merupakan hak anak mengenai identitas
budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan
kerterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa
anak-anak ikut memberikan sumbang peran. Beberapa hak atas partisipasi
di dalam konvens hak-hak anak meliputi:

1). Hak anak untuk berpendapat dan memperol eh pertimbangan atas
pendapatnya

2). Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta
untuk berekspresi.

3). Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk
bergabung.

4). Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan

terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Berbicara mengenai pemenuhan hak-hak terhadap anak tentunya haruslah
memperhatikan pula terhadap pemenuhan hak-hak anak yang sedang berhadapan
dengan hukum, mengingat ketika seorang anak masuk dalam proses peradilan hak-
hak yang melekat pada anak tersebut lebih rentan untuk dilanggar ketika sedang
menjalani proses peradilan. Selain itu di dalam pelaksanaan hukuman haruslah

dibedakan antara penanganan orang dewasa dengan anak yang sedang menjaani
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masa pidana. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara
melindungi tunas bangsa masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak
menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini diperlukan
mengingat anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan
secara fisk dan mental dimana anak memerlukan sebuah perlindungan dan

perawatan khusus.

Hasil penelitian ini akan berfokus pada pemenuhan hak anak berdasarkan
UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Anak, UU No. 35 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak
Anak, serta Konvens tentang Hak Anak Tahun 1989. Undang Undang No. 35
Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak Pasa 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala
kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar dapat hidup,
tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlidungan dari kekerasan dan
diskriminasi. Secara spesifik, Pasal 4 Undang- Undang No 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setigp anak berhak untuk dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi. Kemudian, dalam Konvens tentang Hak Anak Tahun 1989
disebutkan hak-hak anak yang harus dipenuhi yakni: (1) hak untuk bertahan hidup
dan berkembang: berupa hak untuk mendapatkan makanan, minuman dan tempat

tingal, (2) hak untuk mendapatkan perlindungan: berupa hak untuk terhindar dari
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kekerasan, dan (3) hak untuk berpartisipasi: berupa hak untuk ikut serta dalam

kegiatan tertentu dan menyalurkan potensi yang dimiliki anak.

Perlindungan hukum terhadap anak tercantum dalam Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) segala kegiatan
untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam
memberikan perlindungan khusus terhadap anak pemerintah membentuk Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal
59 ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya
berkewgjiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus
kepada Anak. Perlindungan K husus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sdah satunya diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.
Pemberian perlindungan hukum terhadap Narapidana Anak atau Anak yang sedang
menjalani masa pidana, dapat dilakukan dengan memenuhi haknya. Hak Anak
adal ah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenubhi
oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Perlindungan dan pemenuhan
Hak Anak terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang
bersifat nasional maupun bersifat internasional. Perlindungan dan pemenuhan Hak
Anak diratifikasi dari konvens internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan

Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
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Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak

Anak).

Hak Narapidana Anak atau Anak yang sedang menjalani masa pidanadiatur
kedalam Undang undang tentang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun1995 Pasal 14
ayat (1) kecuali huruh g, yang berbunyi : Narapidana berhak: a. melakukan ibadah
sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapat perawatan, baik perawatan
rohani maupun jasmani; c. mendapatkan pendidikan dan penggaran; d.
mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e. menyampaikan
keluhan; f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya
yang tidak dilarang; h. menerimakunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang
tertentu lainnya; i. mendapatkan pengurangan masapidana (remisi); j. mendapatkan
kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; k. mendapatkan
pembebasan bersyarat; |. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan m. mendapatkan
hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lapas
membebaskan Narapidana Anak untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan
keyakinan masing-masing, menyelenggarakan kegiatan yang bersifat keagamaan
seperti Sholat berjamaah bagi narapidana muslim, kebaktian bagi narapidana
kristen dan katolik. Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane
Semarang tidak mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran formal seperti disekolah.
Di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang Narapidana Anak
berkesempatan untuk mengikuti program kejar paket B dan C yang bekerja sama
dengan Dinas Pendidikan. Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang

tersedia sarana dan prasarana kesehatan berupa Poliklinik dan tenaga medis.
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Narapidana dapat memeriksakan diri dan berobat gratis jika mengalami gangguan
kesehatan. Apabila sakit yang dialami oleh Narapidana tidak dapat ditangani oleh
Poliklinik Lembaga Permasyarakatan, maka Narapidana akan dirujuk ke Rumah
Sakit Daerah. Selain sarana dan prasarana kesehatan, Narapidana Anak juga
mendapatkan makanan yang layak. Di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane
Semarang tersediaperpustakaan dan Televisi yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh
narapidana termasuk Narapidana Anak untuk menambah wawasan. Narapidana
Anak berhak mendapatkan kunjungan keluarga. Jadwal kunjungan adalah hari
Senin, Rabu, dan Jum’at untuk Tahanan dan hari Selasa, Kamis, Sabtu untuk
Narapidana. Apabila terdapat Narapidan tidak dikunjungi oleh keluarganya,
narapidana dapat menggunakan fasilitas Warung Telepon yang berada di dalam
Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa
pidana atau remisi, bebas bersyarat dan cuti menjelang bebas bagi Narapidanayang
memenuhi syarat. Pemberian Remisi diatur didalam pasal 34 Peraturan Pemerintah
Nomor 2006 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.
Berdasarkan Pasal 2 Keputusna Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi,
remisi terdiri atas Remisi Umum dan Remisi Khusus. Narapidana Anak di Lembaga
Pemasyarakatan Kedungpane Semarang jarang mendapatkan remisi karena masa
pidana yang dijalani kurang dari 6 bulan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan
tempat yang digunakan untuk mendidik anak yang menjalani masa pidana.
Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang mengupayakan pemberian
perlindungan, pemberian perlindungan bertujuan agar dampak negatif di dalam

lembaga pemasyarakatan dapat diminimalisir dengan menerapkan program
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pembinaan untuk Narapidanadi Lembaga Pemasyarakatan K edungpane Semarang.
Program pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane
Semarang bertujuan agar ketika Narapidana kembali ke masyarakat mampu
beradaptasi dan menjalin hubungan dengan masyarakat ketika keluar dari lembaga
pemasyarakatan. Pembinaan Narapidana merupakan komponen terpenting dalam
suksesnya pelaksanaan Pemasyarakatan. Pembinaan tidak terlepas dari Sistem
Pemasyarakatan. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (2), Sistem Pemasyarakatan adalah : *“Sistem
Pemasyarakatan adal ah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan
Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara
terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas

Anak Binaan Pemasyarakatan.

Dilakukannya pembinaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan
tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara
wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.” Sistem Pemasyarakatan
memiliki tujuan, agar Narapidana menyadari kesal ahannya, memperbaiki sikap dan
prilaku sehingga ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka dapat
diterima kembali di dalam masyarakat, hal tersebut diatur dalam Penyelenggaraan
Sistem Pemasyarakatan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi : “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan
dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia

seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak
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pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif
berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang
baik dan bertanggung jawab.” Pada intinya proses Sistem Pemasyarakatan adalah
suatu tahapan dimana seorang Narapidanamasuk ke Lembaga Pemasyarakatan lalu
dibina dan kemudian dilepas kembali ke lingkungan masyarakat ketika telah siap

dan telah habis masa pemidanaannya.

Pedoman yang digunakan untuk melaksanakan pembinaan adalah peraturan
perundang-undangan sebagai berikut : a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan. b. Peraturan Pemarintah Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. d. Peraturan
Pemarintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga
Binaan Pemasyarakatan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1999. e. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama
Penyel enggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. f.
Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP) Dirjen Bina Tuna Warga
Departemen Kehakiman Nomor Surat Dp. 3.3/17/1 tanggal 12 Januari 1975. g.
Kepmen Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidanadan Anak Pidana.
h. Kepmen Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuiti
Menjelang Bebas. Langkah-langkah pembinaan terhadap Narapidana anak yang
dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang adalah : 1)

M el aksanakan Registrasi berupa pengecekan dan pencatatan identitas, pengambilan
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sidik jari, penyimpanan barang bawaan narapidana, pemeriksaan kesehatan. 2)
Karantina. 3) Pembinaan. 4) Narapidana yang cekatan, dapat dihandalkan dan
dipercaya akan diberi kepercayaan sebagai Tahanan Pendamping (TamPing) yang
bertugas untuk membantu tugas petugas Lembaga Pemasyarakatan. 5) Pemberian
asimilasi dan cuti bersyarat. 6) Narapidana mendapatkan bebas bersyarat. Lembaga
Pemasyarakatan Kedungpane Semarang dalam melaksanakan pembinaan dan
pembimbingan kemasyarakatan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ha tersebut berlaku untuk seluruh
Narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan termasuk Narapidana Anak.
Penerapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tidak
semestinya diterapkan secara penuh, dikarenakan telah ada Undangundang khusus
bagi Narapidana Anak dalam menjalankan proses pidana. Undang-undang tersebut
adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak yang tertuang pada Pasal 1 (satu).

Dibentuknya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 dikarenakan : 1) Anak
merupakan amanah dan karunia Tuhan Y ang Maha Esa yang memiliki harkat dan
martabat sebagai manusia seutuhnya; 2) Untuk menjaga harkat dan martabatnya,
anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum
dalam sistem peradilan; 3) Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-
Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip
pelindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan
pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum; 4) Diperlukan

Undang-undang yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum
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masyarakat secara komprehensif memberikan pelindungan kepada anak yang
berhadapan dengan hukum sehingga perlu undang-undang baru. Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang dijatuhi
pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, telah diatur
didalam Pasal 85 ayat (1). Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah suatu tempat
khusus untuk Anak menjalani masa pidananya. Tujuan penempatan Narapidana
Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang adalah menjadikan
manusia kembali kefitrahnya dalam hubungan manusia dengan tuhan, manusia
dengan pribadinya, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya
(Prints Darwan, 2003 : hal 58). Pola pembinaan yang diterapkan di Lembaga
Pemasyarakatan Kedungpane Semarang dirasa sesuai apabila diterapkan kepada
Narapidana Anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, Pasal 85 menyebutkan pola pembinaan Narapidana anak sebaga
berikut : 1. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA atau dapat
ditempatkan sementara pada Lapas. 2. Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan,
pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. 3. LPKA atau Lapas wajib menyelenggarakan pendidikan,
pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pembimbing Kemasyarakatan
melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan
program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 5. Bapas

wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana
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dimaksud pada ayat (4). Penjelasan Pasal 85 ayat (2) Hak yang diperoleh Anak
selama ditempatkan di LPKA atau Lapas diberikan sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang tentang Pemasyarakatan yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun
1995. Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi anak
yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak,
baik fisik, mental, maupun sosial. Desain baik kamar tidur dan ruangan Narapidana
Anak lainnya seperti ruang belgjar dan bermain layaknya arena bermain dan bukan
lagi penjara. Dalam menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, anak
memang lebih dikedepankan haknya dibandingkan kewajiban yang ada padanya.
Salah satunya adalah haknya untuk mendapatkan pendidikan, apabila hak tersebut
dicabut karena statusnya sebagai anak didik pemasyarakatan, maka secara otomatis
anak sebagai generasi penerus bangsa akan menjadi bodoh, yang memang sesuatu
hal yang tidak kita kehendaki bersama (Nashriana, 2014: 85). Hak mendapatkan
pendidikan bagi setiap warga negera Indonesia tidak lepas dari cita-cita bangsa
Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal
ini juga didukung oleh Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga

negara berhak mendapatkan pendidikan.

Sistem pembinaan pada narapidana dewasa identik dengan kontrol dan
kurungan sehingga memungkinkan berkurangnya esensi pemenuhan kebutuhan
perkembangan remaja/anak. Sementaraitu, implementasi sistem pemenjaraan yang
khusus untuk anak berfokus pada rehabilitasi dan integrasi sosial dan bertujuan

untuk menghindari efek negatif dari pemenjaraan itu sendiri. Sistem pemenjaraan
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pada anak seharusnya berfokus pada penyediaan layanan, dukungan, dan
kesempatan mereka untuk sekolah, pekerjaan, aktifitas, prososial orang dewasa, dan
teman sebaya. Dalam hal kondisi yang menyebabkan anak harus ditempatkan di
fasilitas narapidana dewasa, keterlibatan staf/pegawai sangatlah penting, yakni
berkaitan dengan kepedulian, tingginya motivasi yang positif, Iebih terlatih, dan
disupervisi secara suportif. Treatmen psikologis dan perlakuan positif lainnya juga
merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan sebagai upaya perwujudan
kesehatan mental yang baik bagi anak di penjara. Pertimbangan penerapan treatmen
psikologi tersebut ditujukan untuk menghindari masalah dan kerentanan kejiwaan
narapidanaanak di penjara, terlebih karena kesehatan mental merupakan kebutuhan

yang penting bagi anak/remajadi dalam penjara. Berikut

B. Hambatan pelaksanaan hak narapidana anak di Lembaga

Pemasyar akatan K edungpane Semarang

Daam setiap pelaksanaan perundang-undangan, terkadang ditemukan
kendala atau hambatan. Berikut hasil wawancara dengan narasumber perihal
kendala perihal pelaksanaan perlindungan hukum hak narapidanaanak di Lembaga

Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.

“Kalau kendala tidak ada hanya terkadang ada putusan sampai banding dan
kasasi |ama turunnya sehingga status anak jadi terkatung katung tapi kita
tetap komunikas dengan pihak terkait dan selalu kita tanyakan
perkembangannya. Termasuk seumpama anak yang harusnya masa
titipannya sudah habis kurang 1 hari 2 hari lagi kitakomunikasikan ke pihak
yang menahan terutama jaksa ataupun bisa hakim juga itu selau kita
komunikasikan agar status anak di dalam itu jelas jadi tidak sampai ini
banding atau kasasi putusannya belum turun selalu kita komunikasikan.
Serta mengenai napi anak tergolong kelompok rentan, hak-hak yang
dimiliki sangat berpotensi dilanggar oleh narapidana lain.”
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Hasil wawancara di atas, menjelaskan bahwa pelaksana dalam hal ini
petugas Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang, menyatakan tidak
mengalami kendala berarti selama melakukan tugasnya. Adapun permasalahan
yang pada akhirnyaterkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban di Lapas yaitu
mengenai status anak, selama proses putusan hingga banding. Meski demikian,
pihak Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang aktif untuk selalu menjalin
komunikasi dengan pihak berwenang agar mempercepat kejel asan status anak yang
dititipkan.

Hambatan dalam penanganan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan
(lapas) bisasangat kompleks dan bervariasi tergantung padaberbagai faktor. Secara
implisit kendala atau hambatan dalam pembinaan narapidana anak di Lembaga

Pemasyarakatan K edungpane Semarang sebagal berikut;

1. Kondisi lapas yang tidak sesuai: Banyak lapas tidak memiliki fasilitas yang
memadal untuk menangani narapidana anak. Hal ini dapat mencakup
kurangnya ruang yang cukup, fasilitas pendidikan yang memadai, layanan
kesehatan mental, dan kekurangan staf yang terlatih dalam menangani

kebutuhan khusus anak-anak.

2. Overcrowding: Lapas sering kali mengalami masalah kelebihan kapasitas,
yang dapat mengakibatkan peningkatan risiko konflik, kekerasan, dan
penyalahgunaan. Overcrowding juga membuat sulit untuk memberikan

perhatian individu yang memadai kepada narapidana anak.
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3. Kurangnya program rehabilitasi: Kurangnya program rehabilitasi yang
efektif untuk narapidana anak dapat menyulitkan mereka untuk
memperbaiki perilaku mereka dan mempersiapkan diri untuk kembali ke

masyarakat setelah masa hukuman mereka berakhir.

4. Stigma masyarakat: Narapidana anak sering menghadapi stigma yang kuat
di masyarakat setelah mereka dibebaskan dari lapas, yang dapat
menyulitkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan atau kembali ke

lingkungan yang sehat.

5. Kurangnya pendidikan dan pelatihan: Banyak narapidana anak mungkin
tidak memiliki akses yang memadai ke pendidikan dan pelatihan di dalam
lapas, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk memperbaiki

kehidupan mereka setel ah dibebaskan.

6. Keterbatasan sumber daya: Lapas sering kali mengalami keterbatasan
sumber daya finansia dan personel, yang dapat membatasi kemampuan
mereka untuk menyediakan layanan yang memada kepada narapidana

anak.

7. Kondis psikologis: Banyak narapidana anak mungkin mengalami masalah
kesehatan mental atau trauma yang memerlukan perhatian khusus, tetapi

lapas sering kali kurang dilengkapi untuk menangani kebutuhan ini.

Hambatan-hambatan di atas tentu perlu ditindaklanjuti guna pelaksanaan
penanganan narapidana anak menjadi lebih baik lagi dengan memprioritaskan hak-

hak anak yang harus dipenuhi.
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C. Upaya atau solus yang dilakukan dalam menangani hambatan
permasalahan dalam perlindungan hak narapidana anak di Lapas

Kedungpane Semarang

Solusi dalam penanganan hambatan permasalahan pada implementas
perlindungan hukum hak nargpidana anak di Lembaga Pemasyarakatan
Kedungpane Semarang perlu diwujudkan melalui sebuah strategi yang tepat dan
sesuai dengan prioritas penanganan. Berikut petikan hasil wawancara dengan

narasumber;

“Melakukan pengawasan kusus dan di tempatkan di block yang minim
resiko karenadi Lapas Kelas | Kedungpane Semarang ada Lebih dari 1.500
Tahanan / Narapidana dewasa”

Berikut data narapidana anak di Lapas Kedungpane Semarang

Tabel 4.2. Data Narapidana Anak di Lapas Kedungpane Semarang (2023-2024)

No Reg Instansi Inisial Pasal Keg ahatan

Alllal86/2024

AVPP

pasal 363 - KUHP

alnlwinR©eZE

All1a/95/2023 VA pasal 480 - KUHP
All1a/94/2023 MRSW pasal 363 - KUHP
Alllal72/2023 MDS pasal 363 - KUHP
Alllal73/2023 BGBR pasal 363 - KUHP

Sumber : Data napi anak Lapas Kedungpane Semarang, 2024

Data di atas menegaskan informasi bahwa kelompok napi anak menjadi
kelompok rentan, ditunjukkan dengan proporsi napi dewasa sebanyak 1500 orang
dibanding napi anak hanya 5 orang sgja. Hal ini tentu menjadi perhatian sendiri
untuk segera di atas mengenai permasalahan atau hambatan pelaksanaan

perlindungan hukum hak narapidana anak di Lapas. Untuk mengatasi hambatan-
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hambatan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan yang
melibatkan kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan, pemerintah, organisasi
non-pemerintah, dan masyarakat secarakesel uruhan. Upayatersebut dapat meliputi
perbaikan fasilitas, peningkatan program rehabilitasi, pelatihan staf, upaya untuk
mengurangi stigma masyarakat, dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan

pel atihan.

Penambahan fasilitas atau sarana dan prasarana olah raga serta seni juga
perlu dipertimbangkan oleh Lapas dengan menggandeng Pemerintah Daerah
setempat. Harapannya, semakin lengkap sarana yang tersedia, kegiatan pembinaan
juga semakin berjalan dengan baik. Narapidana anak juga dapat dibina sesuai
dengan potensi bakat dan minatnya. Sehingga mampu meningkatkan kemampuan
anak sebagai beka melanjutkan kehidupannya setelah selesai proses pembinaan di

Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.

Secara umum untuk mengatas hambatan dalam penanganan narapidana
anak di lapas, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak dan
strategi. Berikut beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan diantaranya reformasi
sistem peradilan pidana. Mengubah pendekatan peradilan pidana untuk lebih
memprioritaskan rehabilitas daripada hukuman penjara panjang. Hal ini dapat
dilakukan melalui penerapan alternatif seperti program pemasyarakatan, mediasi,
atau hukuman non-penjara yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana

anak tanpa memisahkan mereka dari masyarakat.
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Peningkatan fasilitas dan infrastruktur. Meningkatkan fasilitas dan
infrastruktur di lapas untuk memastikan bahwa merekamemiliki ruang yang cukup,
fasilitas pendidikan yang memadai, layanan kesehatan mental, dan kebutuhan dasar

lainnya untuk memenuhi kebutuhan narapidana anak.

Peningkatan program rehabilitasi. Mengembangkan dan menyediakan
program rehabilitasi yang efektif yang dapat membantu narapidana anak
memperbaiki perilaku mereka, meningkatkan keterampilan, dan mempersiapkan
mereka untuk kembali ke masyarakat setelah masa hukuman mereka berakhir.
Disamping itu perlu melakukan pelatihan rutin untuk staf 1apas agar mereka dapat
memahami kebutuhan khusus narapidana anak, termasuk kebutuhan pendidikan,

kesehatan mental, dan psikososial.

M embangun kemitraan dengan organisasi masyarakat, |embaga pendidikan,
perusahaan, dan lembaga swadaya masyarakat untuk menyediakan Iebih banyak
peluang pendidikan, pelatihan kerja, dan dukungan reintegrasi bagi narapi danaanak
setelah mereka dibebaskan. Melakukan kampanye pendidikan masyarakat untuk
mengurangi stigma terhadap narapidana anak, sehingga mereka memiliki lebih
banyak kesempatan untuk berhasil setelah dibebaskan. Menyediakan dukungan
yang berkelanjutan bagi mantan narapidana anak setelah mereka dibebaskan,
termasuk akses ke pekerjaan, perumahan, layanan kesehatan mental, dan dukungan

reintegrasi sosial.

Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap program-program
penanganan narapidana anak untuk memastikan bahwa mereka efektif dan

memenuhi kebutuhan narapidanaanak dengan baik. Dengan mengimplementasikan
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solusi-solusi ini secara holistik, diharapkan dapat mengurangi hambatan dalam
penanganan narapidana anak di lapas dan meningkatkan peluang mereka untuk

rehabilitasi dan reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat.
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BABV

PENUTUP

Kesimpulan

. Pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Hak - Hak
Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang
disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya
Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-
Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui pada
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Pada dasarnya perlindungan anak terkait dengan limapilar yakni, orang tua,
keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara.
Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap Hak - Hak Narapidana Anak di
Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang disesuaikan dengan
perundang-undangan yang berlaku, diantaranya :

a. Undang undang tentang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun1995 Pasal

14 ayat (1),
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,
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d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan,

e. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Hak Narapidana Anak yang telah diberikan oleh Lembaga
Pemasyarakatan Kedungpane Semarang adalah Hak untuk
mendapatkan pendidikan kesehatan dimana Lapas memfasilitasi sarana
olah raga.

2. Hambatan perlindungan hukum terhadap Hak - Hak Narapidana Anak di
L embaga Pemasyarakatan K edungpane Semarang diantaranyakondisi |apas
yang tidak sesuai, Lapas kelebihan kapasitas, kurangnya program
rehabilitasi, keterbatasan fasilitas dan sumber daya, stigma masyarakat dan
kondisi psikologis napi anak.

3. Upaya atau solus yang dilakukan dalam menangani hambatan
permasalahan tersebut diantaranya mereformasi sistem peradilan pidana,
peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas sesrta i nfrastuktur, peningkatan

program rehabilitas terutama kondisi psikologis narapidana anak.
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan upaya perlindungan hukum
naraipidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang,

direkomendasikan beberapa sebagai berikut;
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Perlu adanya pengajuan proposal secara terperinci kepada Kemenkumham
untuk pengadaan fasilitas olah raga dan seni sebagal sarana penunjang
kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang

Perlu adanya koordinasi yang lebih luas terhadap para pihak terkait dalam
upaya pemenuhan dan perlindungan hak narapidana anak di Lembaga

Pemasyarakatan K edungpane Semarang.
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LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

. Apasgja yang menjadi dasar hukum perlindungan hak narapidana anak di
L apas Kedungpane Kota Semarang?

. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak narapidana anak di Lapas
K edungpane K ota Semarang?

. Apasgjayang menjadi hambatan pelaksanaan perlindungan hak narapidana
anak di Lapas Kedungpane Kota Semarang?

. Apasolus atau rekomendas atas hambatan pelaksanaan perlindungan hak

narapidana anak di Lapas Kedungpane K ota Semarang?
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